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PENGANTAR 

 

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN/  

KETUA RAYON 102 LPTK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

 

 

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengharuskan 

bahwa guru Profesional memiliki kwalifikasi akademik sekurang kurangnya S1 atau Diploma 

IV dan sertifikat pendidik. Salah satu pola Sertifikasi guru dalam jabatan adalah Pendidikan 

dan Pelatihan Profesi Guru ( PLPG ) yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan di tetapkan oleh 

pemerintah. 
 

Salah satu mata ajar dalam PLPG tahun 2012 – 2017 adalah Kebijakan 

Pengembangan Profesi Guru. Bahan ajar kebijakan profesi guru tahun 2017 ini direvisi dan 

dikembangkan bersama oleh tim pengembanganprofesi pendidikan dengan editor Irwady 

Effendi S.Pd dari rambu-rambu struktur kurikulum PLPG tahun 2017. Kehadiran bahan ajar 

ini diharapkan menjadi sumber belajar dan penguat bagi peserta PLPG untuk memenuhi 

standar kompetensi lulusan yang telah di sepakati oleh pengembang sesuai dengan regulasi 

yang ada. 
 

Secara keseluruhan, substansi bahan ajar ini berkaitan dengan kebijakan pembinaan 

dan pengembagan profesi guru di lingkungan kementrian pendidikan dan kebudayaan, 

Khususnya tentang peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, etika 

profesi guru, literasi dan wawasan PTK. Substansi kajian ini diharapkan dapat menginspirasi 

peserta PLPG untuk memehami secara lebih mendalam dan mengaplikasikan secara baik hal – 

hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud. 
 

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa pencapaian standart kompetensi lulusan bagi 

peserta PLPG merupakan prasyarat untuk mewujudkan guru yang profesional, yang mampu 

mengelola proses pembelajaran yang bermutu. Kami yakin dan percaya bahwa substansi 

bahan ajar ini sangat relevan bagi peserta PLPG untuk memahami dan kemudian 

mengaplikasika aneka kebijakan dalam pengembangan profesi guru. 
 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam penyusunan bahan ajar ini. Mudah-mudahan kehadiran bahan ajar ini 

dapat mengoptimasi peserta PLPG untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran di sekolahnya. 

 

       Medan 28 September 2017 

       Rektor/ Ketua Rayon 

 

 

 

       Prof.Dr. Syawal Gultom M.Pd 
       NIP. 196220201987031002 
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A. Latar Belakang 

Pada peradaban bangsa mana pun, termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis 

karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, 

pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus 

meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan 

segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasi dari UU 

No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat 

Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh program sertifikasi 

guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan tahun 2015. 

Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi guru secara lateral memunculkan 

banyak gagasan.  

Pertama, diperlukan ekstrakapasitas untuk menyediakan guru yang profesional sejati 

dalam jumlah yang cukup, sehingga peserta didik yang memasuki bangku sekolah tidak 

terjebak pada ngarai kesia-siaan akibat layanan pendidikan dan pembelajaran yang buruk. 

Kedua, regulasi yang implementasinya taat asas dalam penempatan dan penugasan guru 

agar tidak terjadi diskriminasi akses layanan pendidikan bagi mereka yang berada pada titik-

titik terluar wilayah negara, di tempat-tempat yang sulit dijangkau karena keterisolasian, dan 

di daerah-daerah yang penuh konflik. 

Ketiga, komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pendidikan 

yang berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan. 

Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga kependidikan 

lainnya melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan kebebasan profesional mereka. 

Kelima, menghilangkan segala bentuk diskriminasi layanan guru dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan jender, ras, status 

perkawinan, kekurangmampuan, orientasi seksual, usia, agama, afiliasi politik atau opini, 

status sosial dan ekonomi, suku bangsa, adat istiadat, serta mendorong pemahaman, toleransi, 

dan penghargaan atas keragaman budaya komunitas. 

Keenam, mendorong demokrasi, pembangunan berkelanjutan, perdagangan yang fair, 

layanan sosial dasar, kesehatan dan keamanan, melalui solidaritas dan kerjasama di antara 
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anggota organisasi guru di mancanegara, gerakan organisasi kekaryaan internasional, dan 

masyarakat madani. 

Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan 

dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk 

melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, 

rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, 

kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etik 

profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan 

masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu berusaha 

untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan profesi guru. 

 

B. Standar Kompetensi 

Substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dituangkan ke dalam 

rambu-rambu struktur kurikulum yang menggambarkan standar kompetensi lulusan. 

Berkaitan dengan mata ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, kompetensi lulusan 

PLPG yang diharapkan disajikan berikut ini. 

1. Memahami kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Memahami esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara 

berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya. 

3. Memahami makna, persyaratan, prinsip-prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi 

nilai penilaian kinerja guru. 

4. Memahami esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan 

dengan keprofesian dan karir. 

5. Memahami dan mampu mengaplikasikan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan 

proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, 

maupun di masyarakat. 

6. Memahami pengertian literasi, tingkat literasi, prinsip literasi, komponen literasi, dan 

literasi dalam konteks gerakan literasi di sekolah. 

7. pengertian, tujuan dan manfaat PTK, karakteristik PTK, prinsip PTK, penetapan focus 

masalah PTK, perencanaan dan pelaksanaan tindakan, pengamatan dan pengumpulan 

data, analis dan refleksi 
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C. Deskripsi Bahan Ajar 

Seperti dijelaskan di muka, bahwa substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi 

Guru (PLPG) dituangkan ke dalam rambu-rambu struktur kurikulum yang menggambarkan 

standar kompetensi lulusan. Berkaitan dengan mata ajar Kebijakan Pengembangan Profesi 

Guru, deskripsi umum bahan ajarnya disajikan berikut ini. 

1. Pengantar ringkas. Mengulas serba sekilas mengenai kebijakan umum pembinaan dan 

pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Peningkatan kompetensi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, 

jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi 

guru dan dampak ikutanya. 

3. Penilaian kinerja guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan makna, persyaratan, 

prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. 

4. Pengembangan karir guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi dan ranah 

pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. 

5. Etika profesi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi etika profesi guru 

dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, 

di luar kelas, maupun di masyarakat. 

6. Literasi. Materi sajian terutama berkaitan dengan pengertian literasi, tingkat literasi, 

prinsip literasi, komponen literasi, dan literasi dalam konteks gerakan literasi di sekolah. 

7. Wawasan PTK. Materi sajian terutama berkaitan dengan  pengertian, tujuan dan manfaat 

PTK, karakteristik PTK, prinsip PTK, penetapan focus masalah PTK, perencanaan dan 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan pengumpulan data, analis dan refleksi 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 
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Bahan ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru ini dirancang untuk dipelajari 

oleh peserta PLPG, sekali guru menjdi acuan dalam proses pembelajaran bagi pihak-pihak 

yang tergamit di dalamnya. Selama proses pembelajaran akan sangat dominan aktivitas 

pelatih dan peserta PLPG. Aktivitas peserta terdiri dari aktivitas individual dan kelompok. 

Aktivitas individual peserta mengawali akivitas kelompok. Masing-masing aktivitas dimaksud 

disajikan dalam gambar. 

Langkah-langkah aktivitas pembelajaran di atas tidaklah rijid. Namun demikian, melalui 

aktivitas itu diharapkan peserta PLPG mampu memahami secara relatif luas dan mendalam 

tentang Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, khususnya di lingkungan Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

BAB I 

KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU 

 

Materi sajian pada Bab I ini berupa pengantar umum yang mengulas 

serba sekilas mengenai kebijakan umum pembinaan dan 

pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Sajian materi ini dimaksudkan sebagai pengantar 

materi utama yang disajikan pada bab-bab berikutnya, yaitu 

peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, 

perlindungan dan penghargaan, serta etika profesi. 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kecepatan dan 

percepatan luar biasa, memberi tekanan pada perilaku manusia untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Di bidang pendidikan, hal ini memunculkan kesadaran baru 

untuk merevitalisasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menyiapkan peserta 

didik dan generasi muda masa depan yang mampu merespon kemajuan IPTEK, serta 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia Indonesia masa depan 

yang hidup pada era global. Globalisasi memberi penetrasi terhadap kebutuhan untuk 

mengkreasi model-model dan proses-proses pembelajaran secara inovatif, kreatif, 

menyenangkan, dan transformasional bagi pencapaian kecerdasan global, keefektifan, 

kekompetitifan, dan karakter bangsa. Negara-negara yang berhasil mengoptimasi kecerdasan, 

menguasai IPTEK, keterampilan, serta karakter bangsanya akan menjadi pemenang. 

Sebaliknya, bangsa-bangsa yang gagal mewujudkannya akan menjadi pecundang. 

Aneka perubahan era globalisasi, agaknya menjadi ciri khas yang berjalan paling 

konsisten. Manusia modern menantang, mencipta, sekaligus berpotensi diterpa oleh arus 

perubahan. Perubahan peradaban ini menuntut pertaruhan dan respon manusia yang kuat agar 

siap menghadapi tekanan internal dan eksternal, serta menunjukkan eksistensi diri dalam alur 

peradaban. 

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandangnya 

mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, 

dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui 

dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal 
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tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru 

sebagai profesi. Satu tahun kemudian, lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. 

Metamorfosis harapan untuk melahirkan UU tentang Guru dan Dosen telah menempuh 

perjalanan panjang. Pencanangan Guru sebagai Profesi oleh Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono menjadi salah satu akselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 itu. Di dalam UU 

ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Pasca lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diikuti dengan beberapa 

produk hukum yang menjadi dasar implementasi kebijakan, seperti tersaji pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Milestone Pengembangan Profesi Guru 
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Aneka produk hukum itu semua bermuara pada pembinaan dan pengembangan profesi 

guru, sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada 

tahun 2012 dan seterusnya pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara 

simultan, yaitu mensinergikan dimensi analisis kebutuhan, penyediaan, rekruitmen, seleksi, 

penempatan, redistribusi, evaluasi kinerja, pengembangan keprofesian berkelanjutan, 

pengawasan etika profesi, dan sebagainya. Untuk tujuan itu, agaknya diperlukan produk 

hukum baru yang mengatur tentang sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan 

keselarasan dimensi-dimensi dan institusi yang terkait. 

 

B. Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional 

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai 

sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban 

pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur 

untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis 

perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis 

prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. 

Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa 

penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam 

buku ini disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk 

hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang 

diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan 

menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan 

nonkependidikan. 

Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan 

bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh 

negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP 

No. 74 tentang Guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-

IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun 

jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini 

menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang sangat 

mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi. 
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Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap 

dari dua produk hukum ini.  

Pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV.  

Kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga 

kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.  

Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, 

dan akuntabel. 

Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh 

Menteri.  

Kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. 

 Keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja 

sesuai dengan standar kompetensi. 

Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: 

(1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan 

kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi 

pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata 

pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, 

teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata 

pelajaran, dan/atau program yang diampunya. Kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara 

holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. 

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke 

depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV dan 

memiliki sertifikat pendidiklah yang “legal” direkruit sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi 

secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkruit untuk bertugas pada 

sekolah-sekolah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah 

mereka direkruit untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama 

kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung 

bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka 

masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi. 

Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu 

oleh mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani 
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tugas-tugas profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada 

sekolah-sekolah yang nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti 

apa yang tersedia dan bersedia menjadi mentor sebagai tandem itu. Jadi, sunggupun guru yang 

direkruit telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik, yang dalam produk 

hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh, masih diperluan program 

induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional. 

Pada banyak literatur akademik, program induksi diyakini merupakan fase yang harus 

dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi 

merupakan masa transisi bagi guru pemula (beginning teacher) terhitung mulai dia petama 

kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas 

untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri. 

Kebijakan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim 

dilakukan di banyak negara. Sehebat apapun pengalaman teoritis calon guru di kampus, ketika 

menghadapi realitas dunia kerja, suasananya akan lain. Persoalan mengajar bukan hanya 

berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, melainkan 

semua subsistem yang ada di sekolah dan di masyarakat ikut mengintervensi perilaku nyata 

yang harus ditampilkan oleh guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sinilah esensi 

progam induksi yang tidak dibahas secara detail di dalam buku ini. 

Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian 

menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan 

pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar 

guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan 

pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti 

pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain adalah penting. 

Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, 

baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya. 

 

C. Alur Pengembangan Profesi dan Karir 

Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan 

atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran 

guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Aktualitas 

tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, 

minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 
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pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan 

latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang 

diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 

(7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Saat ini penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan 

pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan 

guru mencakup: (1) guru -- baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru 

bimbingan dan konseling atau konselor; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas, seperti tertuang pada Gambar 1.2. Dengan 

demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam pengembangan profesi dan karir profesi guru di 

masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

      

Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan 

formal. Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada pendidikan yang bermutu, tanpa 

kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Pada sisi lain, guru yang 
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profesional nyaris tidak berdaya tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. 

Paralel dengan itu, muncul pranggapan, jangan bermimpi menghadirkan guru yang 

profesional, kecuali persyaratan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, dan pemartabatan, 

dan pelaksanaan etika profesi mereka terjamin. 

Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan profesionalisasi 

atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Diperlukan upaya yang terus-

menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum serta kemajuan IPTEK. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan 

profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan 

pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain. Prakarsa ini menjadi penting, 

karena secara umum guru masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, 

dan sebagainya. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 membedakan antara pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. 

Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi 

kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-

IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan 

dan/atau program pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi. 

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat 

pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga. 

Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan 

dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka 

kredit jabatan fungsional. 

Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan 

pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan 

dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. 

Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut, sebagaimana disajikan 

pada Gambar 1.3., diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait dalam melaksanakan 

pembinaan profesi dan karir guru. 
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Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan 

kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di 

luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan 

upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap 

guru. 

Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan 

bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan 

pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan 

pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 

dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui jabatan fungsional. 

Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan 

pengembangan profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. Namun 

demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi beragam 

sifatnya. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman 

tengtang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode 

mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini. 

Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi 

pemerintah, lembaga pelatihan (training provider) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan 

pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, 

guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi 

oleh kepala sekolah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, 

implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri 

oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis. 

Pembinan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, 

kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat 

merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini 
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termasuk ranah peningkatan karir. Kenaikan pengkat ini dilakukan melalui dua jalur. 

Pertama, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. Kedua, kenaikan 

pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa. 

 

D. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan 

Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Dengan demikian, kenijakan 

pembinaan dan pengmbangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan serial 

kegiatan tertentu. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, 

pengembangan profesi dan karir (lihat Gambar 1.4), hingga menjadi guru profesional sejati, 

yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Merujuk pada alur berpikir ini, guru 

profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual 

tinggi. 

Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji 

kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan 

uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. 

Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan 

demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain 

program peningkatan kompetensi guru. 
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Penilaian kinerja guru (teacher performance appraisal) merupakan salah satu langkah 

untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Hal ini 

sesuai dengan amanat yang tertuang pada Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. 

Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam 

melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang 

kekuatan dan kelemahan guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, 

guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara 

periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi 

pengembangannya 

Disamping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat 

kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan 

hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus 

menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan 

menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang 

diujikan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan 

pertimbangan empiris yang kuat. Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya 

berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. 

Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang 

aktifitasnya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejateraan, 

dan pemartabatan guru. Karena itu, isu-isu yang relevan dengan masa depan manajemen guru, 

memerlukan formulasi yang sistemik dan sistematik terutama sistem penyediaan, rekruitmen, 

pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, 

penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan 

karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan 

guru di daerah khusus. 

 

E. Kebijakan Pemerataan Guru 

Hingga kini masih muncul kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, 

antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. Hal tersebut 

menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang berkaitan dengan penataan dan pemerataan 

guru di negeri tercinta ini. 

Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk memecahkan persoalan rumitnya 

penataan dan pemerataan guru tersebut dengan menetapkan Peraturan Bersama Lima Menteri, 
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yaitu Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan 

dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini ditandatangani tanggal 3 Oktober 

2011 dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012. Dalam peraturan bersama ini antara lain 

dinyatakan, bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, 

dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya 

mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan 

pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan 

pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain. 

 

1. Kebijakan dan Pemerataan Guru 

Dalam Peraturan bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan 

Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011 

dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012 secara eksplisit menyatakan bahwa: 

a. Kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 

pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional ditetapkan oleh 

Menteri Pendidikan Nasional. Demikian juga Menteri Pendidikan Nasional 

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan untuk penataan dan pemerataan 

guru PNS pada provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan 

Kepegawaian Negara (BKN). Dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan PNS di 

daerah dan kabupaten/kota, Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan 

Menteri Agama. 

b. Menteri Agama berkewajiban membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru 

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

c. Menteri Dalam Negeri berkewajiban untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal 

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh 

Menteri Pendidikan Nasional serta memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru 

PNS ini sebagai bagian penilaian kinerja pemerintah daerah. 

d. Menteri Keuangan berkewajiban untuk mendukung penataan dan pemerataan guru 

PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian 

dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang 

pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 
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e. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung 

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS. 

f. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan 

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. 

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota 

a. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru, gubernur bertanggung 

jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 

pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS. 

b. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan 

guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan 

kekurangan guru PNS. 

c. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk 

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. 

d. Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk 

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. 

e. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan 

pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan 

kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu 

wilayah provinsi. 

f. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarjenis pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai 

dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan 

Nasional. 

g. Analisis kebutuhan disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada 

Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya 

masing-masing dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan. 
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Dalam kerangka pemerataan guru, diperlukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan 

evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam kegiatan penataan dan 

pemerataan guru, khususnya guru PNS. Oleh karena itu secara bersama-sama Menteri 

Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menneg PAN dan RB, dan 

Menteri Keuangan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan 

guru sesuai dengan kewenangan masing-masing.Sedangkan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarpendidikan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sesuai dengan masing-masing 

wilayahnya. 

Termasuk dalam kerangka ini, diperlukan juga pembinaan dan pengawasan. Norma-

norma umum pembinaan dan pengawasan disajikan berikut ini. 

1. Secara Umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan 

guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan 

dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. 

2. Secara teknis, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan 

guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri 

Pendidikan Nasional. 

3. Menteri Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan 

dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis 

pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di 

lingkungan Kementerian Agama. 

4. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan 

pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan 

di pemerintah kabupaten/kota. 

Dari mana pendanaannya? Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan 

pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN, dan penataan dan pemerataan 

guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan 

antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan pendanaan penataan dan 

pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan 

antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. 



19 
 

Pelaksanaan pelaporan penataan dan pemerataan guru disajikan berikut ini. 

1. Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS 

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan 

menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan. 

Kemudian Gubernur mengusulkan perencanaan seperti tersebut di atas, dan 

perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, 

dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan. 

2. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS 

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan 

menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. 

Kemudian Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS 

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-

masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

dan Menteri Keuangan. 

3. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan 

penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan 

antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri 

Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan. 

4. Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan informasi 

dari Kementerian Agama tersebut di atas, Menteri Pendidikan Nasional melakukan 

evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional 

paling lambat bulan Juli tahun berjalan. 

5. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri 

Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

dan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan. 

Sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan 

finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait 
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sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau 

Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan 

dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis 

pendidikan di daerahnya. 

2. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pemberian formasi guru PNS kepada 

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan 

penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian 

kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru 

PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

PENINGKATAN KOMPETENSI 

 

Topik ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Materi 

sajian terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, jenis program 

pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji 

kompetensi guru dan dampak ikutanya. Peserta PLPG diminta 

mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan 

diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, 

mengerjakan latihan, dan melakukan refleksi. 

 

A. Esensi Peningkatan Kompetensi 

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun 

piranti penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Dinamika ini menuntut guru selalu 

meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan 

menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, 

dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan 

pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai 

dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Sebaliknya, ketidakmauan dan 

ketidakmampuan guru menyesuaikan wawasan dan kompetensi dengan tuntutan 

perkembangan lingkungan profesinya justru akan menjadi salah satu faktor penghambat 

ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran. 

Hingga kini, baik dalam fakta maupun persepsi, masih banyak kalangan yang 

meragukan kompetensi guru baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun bidang lain yang 

mendukung terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Keraguan ini cukup 

beralasan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru 

yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Uji kompetensi ini juga 

menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). Uji-coba studi video terhadap sejumlah guru di beberapa 

lokasi sampel melengkapi bukti keraguan itu. Kesimpulan lain yang cukup mengejutkan dari 

studi tersebut di antaranya adalah bahwa pembelajaran di kelas lebih didominasi oleh ceramah 

satu arah dari guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab. Ini mencerminkan betapa masih 

banyak guru yang tidak berusaha meningkatkan dan memutakhirkan profesionalismenya. 
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Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menuntut reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik 

kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. 

Akibat dari masih banyaknya guru yang tidak menguasai kompetensi yang 

dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK membawa 

dampak pada siswa paling tidak dalam dua hal.  

Pertama, siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Akibatnya, 

produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang 

terus berubah. 

Kedua, pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi 

tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh 

penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Hal itu didasarkan pada 

kenyataan bahwa substansi materi pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik terus 

berkembang baik volume maupun kompleksitasnya. 

Sebagaimana ditekankan dalam prinsip percepatan belajar (accelerated learning), 

kecenderungan materi yang harus dipelajari anak didik yang semakin hari semakin bertambah 

jumlah, jenis, dan tingkat kesulitannya, menuntut dukungan strategi dan teknologi 

pembelajaran yang secara terus-menerus disesuaikan pula agar pembelajaran dapat 

dituntaskan dalam interval waktu yang sama. 

Sejatinya, guru adalah bagian integral dari subsistem organisasi pendidikan secara 

menyeluruh. Agar sebuah organisasi pendidikan mampu menghadapi perubahan dan 

ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, perlu mengembangkan sekolah sebagai 

sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah 

mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri 

dalam rangka mempertahankan eksistensinya. 

 

B. Prinsip-Prinsip Peningkatan Kompetensi dan Karir 

1. Prinsip-prinsip Umum 

Secara umum program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. 

a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 
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b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 

c. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang 

hayat. 

d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru 

dalam proses pembelajaran. 

e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

 

2. Prinsip-pinsip Khusus 

Secara khusus program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. 

a. Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan 

indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

b. Relevan, rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik 

profesional yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

professional 

c. Sistematis, setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara 

fungsional dalam mencapai kompetensi. 

d. Konsisten, adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indikator. 

e. Aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti 

perkembangan Ipteks. 

f. Fleksibel, rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan jaman. 

g. Demokratis, setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan 

melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara 

individual maupun institusional. 

h. Obyektif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu 

kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari 

kompetensi profesinya. 

i. Komprehensif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk 

mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan 

pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, 

kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, dan bisa menjalani 

hidup bersama orang lain. 
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j. Memandirikan, setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu 

meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki 

kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. 

k. Profesional, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan 

dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. 

l. Bertahap, dimana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan 

berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru. 

m. Berjenjang, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara 

berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang 

ada pada standar kompetensi. 

n. Berkelanjutan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan 

sejalan dengan perkembangan ilmu pentetahuan, teknologi dan seni, serta adanya 

kebutuhan penyegaran kompetensi guru; 

o. Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik; 

p. Efektif, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus 

mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih 

lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. 

q. Efisien, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus 

didasari atas pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. 

 

C. Jenis Program 

Peningkatan kompetensi guru guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini. 

 

1. Pendidikan dan Pelatihan 

a. Inhouse training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan 

untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan 

berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi 

dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru 
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yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan 

strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. 

b. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di 

institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi professional 

guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat 

dilakukan selama priode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang 

sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa 

keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan 

pengalaman nyata. 

c. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan 

bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan 

melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau 

kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

d. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa 

menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan 

dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar 

jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah 

terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti 

di ibu kota kabupaten atau di propinsi. 

e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK 

dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan 

disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. 

Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. 

Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau 

disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. 

f. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK 

atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan 

kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan 

kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. 

g. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala 

sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, 
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rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan 

sejawat dan sejenisnya.  

h. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan 

alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru 

dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik 

di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan 

lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain 

dalam upaya pengembangan profesi. 

 

2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan 

a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik 

sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan 

para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses 

pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan 

karirnya. 

b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi 

ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam 

meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada 

guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan 

hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. 

c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi 

pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop 

dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, 

pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. 

d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, 

penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran. 

e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku 

pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan. 

f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat 

berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik 

(animasi pembelajaran). 
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g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat 

berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan 

karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. 

 

D. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

Penetapan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya, dilatarbelakangi bahwa guru memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Perubahan mendasar yang 

terkandung dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 dibandingkan dengan 

regulasi sebelumnya, di antaranya dalam hal penilaian kinerja guru yang sebelumnya lebih 

bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga 

diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan 

profesionalitasnya. Dalam Permenneg PAN dan RB ini, jabatan fungsional terdiri dari empat 

jenjang, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. 

Setiap tahun, guru harus dinilai kinerjanya secara teratur melalui Penilaian Kinerja 

Guru (PK Guru) dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB 

tersebut harus dilaksanakan sejak guru memiliki golongan kepangkatan III/a dengan 

melakukan pengembangan diri, dan sejak golongan kepangkatan III/b guru wajib melakukan 

publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. Untuk naik dari golongan kepangkatan IV/c ke IV/d 

guru wajib melakukan presentasi ilmiah. Gambar 2.1. menunjukkan keterkaitan antara PKB, 

PK Guru, dan pengembangan karir guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.1. Sistem Pembinaan dan Pengembangan Guru 

PKB dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PK Guru 

dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil PK Guru masih berada di bawah 
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standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk 

mengikuti program PKB yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi 

standar yang disyaratkan. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai 

standar kompetensi yang disyaratkan, maka kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangan 

kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan 

pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. 

Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PKB diakui sebagai salah 

satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan 

pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas 

tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Kegiatan PKB diharapkan dapat 

menciptakan guru yang profesional, yang bukan hanya sekadar memiliki ilmu pengetahuan 

yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan 

penguasaan IPTEK yang kuat, guru diharapkan terampil dalam menumbuhkembangkan minat 

dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya. 

Secara umum, keberadaan PKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan 

pendidikan di sekolah/madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara 

khusus, tujuan PKB disajikan berikut ini. 

1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. 

2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi 

proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan 

seni di masa mendatang. 

3. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai tenaga profesional. 

4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. 

5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. 

Manfaat PKB bagi peserta didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan 

pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara 

optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan 

aktif dalam pengembangan iImu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. Bagi guru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga 

selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi 

kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang. 
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Dengan PKB untuk guru, bagi sekolah/madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah 

organisasi pembelajaran yang efektif; sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi wadah untuk 

peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan 

pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Bagi orang tua/masyarakat, PKB untuk 

guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka di sekolah akan memperoleh layanan 

pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi 

pemerintah,PKB untuk guru dimungkinkan dapat memetakan kualitas layanan pendidikan 

sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan 

profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkepribadian luhur. 

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan 

standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan 

profesi guru. Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, dan 

memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan pemahaman peserta didik. 

PKB mencakup kegiatan-kegiatan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan guru. Kegiatan dalam PKB membentuk suatu siklus yang 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Gambar 2.2 menunjukkan siklus 

kegiatan PKB bagi guru. Melalui siklus kegiatan pengembangan keprofesian guru secara 

berkelanjutan, diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan untuk peningkatan karirnya. 

 

Gambar.2.2 Siklus Pelaksanaan PKB 
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Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di sekolah, baik oleh guru 

secara mandiri, maupun oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. 

Kegiatan PKB melalui jaringan sekolah dapat dilakukan dalam satu rayon (gugus), antarrayon 

dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan 

kerjasama sekolah antarnegara serta kerjasama sekolah dan industri, baik secara langsung 

maupun melalui teknologi informasi. Kegiatan PKB melalui jaringan antara lain dapat berupa: 

kegiatan KKG/MGMP; pelatihan/seminar/lokakarya; kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha, 

industri, dan sebagainya; mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas 

pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan. 

Jika kegiatan PKB di sekolah dan jaringan sekolah belum memenuhi kebutuhan 

pengembangan keprofesian guru, atau guru masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, 

kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber kepakaran luar lainnya. Sumber 

kepakaran lain ini dapat disediakan melalui LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi 

layanan lain yang diakui oleh pemerintah, atau institusi layanan luar negeri melalui 

pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring virtual atau TIK. 

Dalam kaitannya dengan PKB ini, beberapa jenis pengembangan kompetensi dapat 

dilakukan oleh guru dan di sekolah mereka sendiri. Beberapa program dimaksud disajikan 

berikut ini. 

1. Dilakukan oleh guru sendiri: 

a. menganalisis umpan balik yang diperoleh dari siswa terhadap pelajarannya; 

b. menganalisis hasil pembelajaran (nilai ujian, keterampilan siswa, dll); 

c. mengamati dan menganalisis tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran; 

d. membaca artikel dan buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi; dan 

e. mengikuti kursus atau pelatihan jarak jauh. 

2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain: 

a. mengobservasi guru lain; 

b. mengajak guru lain untuk mengobservasi guru yang sedang mengajar; 

c. mengajar besama-sama dengan guru lain (pola team teaching); 

d. bersamaan dengan guru lain membahas dan melakukan investigasi terhadap 

permasalahan yang dihadapi di sekolah; 

e. membahas artikel atau buku dengan guru lain; dan 

f. merancang persiapan mengajar bersama guru lain. 

3. Dilakukan oleh sekolah : 

a. training day untuk semua sumber daya manusia di sekolah (bukan hanya guru); 
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b. kunjungan ke sekolah lain; dan 

c. mengundang nara sumber dari sekolah lain atau dari instansi lain. 

Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan harus dapat mematuhi prinsip-prinsip seperti berikut ini. 

1. Setiap guru di Indonesia berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Hak 

tersebut perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. 

2. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak 

merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah. Sekolah wajib 

menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB minimal 

selama tujuh hari atau 40 jam per tahun. Alokasi tujuh hari tersebut adalah alokasi 

minimal. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/ atau sekolah berhak menambah alokasi 

waktu jika dirasakan perlu, termasuk penyediaan anggaran untuk kegiatan PKB. 

3. Guru juga wajib berusaha mengembangkan dirinya semaksimal mungkin dan secara 

berkelanjutan. Alokasi waktu tujuh hari per tahun sebenarnya tidak cukup, sehingga guru 

harus tetap berusaha pada kesempatan lain di luar waktu tujuh hari tersebut. Keseriusan 

guru untuk mengembangkan dirinya merupakan salah satu hal yang diperhatikan dan 

dinilai di dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan dievaluasi kinerja tahunannya. 

4. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Sebenarnya guru tidak bisa 

‘dikembangkan’ oleh orang lain jika dia belum siap untuk berkembang. Pihak-pihak yang 

mendapat tugas untuk membina guru perlu menggali sebanyak-banyaknya dari guru 

tersebut (tentang keinginannya, kekhawatirannya, masalah yang dihadapinya, 

pemahamannya tentang proses belajar-mengajar, dsb) sebelum memberikan 

masukan/saran. 

5. Untuk mencapai tujuan PKB yang sebenarnya, kegiatan PKB harus melibatkan guru 

secara aktif sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan 

materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-lain. Jenis pelatihan tradisional -- 

yaitu ceramah yang dihadiri oleh peserta dalam jumlah besar tetapi tidak melibatkan 

mereka secara aktif -- perlu dihindari. 

Berdasarkan analisis kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta praktik-praktik 

pelaksanaannya, perlu dikembangkan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Analisis kebutuhan dan ketentuan 

tersebut mencakup antara lain: 
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1. Setiap guru berhak menerima pembinaan berkelanjutan dari seorang guru yang 

berpengalaman dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan (guru 

pendamping). 

2. Guru pendamping tersebut berasal dari sekolah yang sama dengan guru binaannya atau 

dipilih dari sekolah lain yang berdekatan, apabila di sekolahnya tidak ada guru 

pendamping yang memenuhi kompetensi. 

3. Setiap sekolah mempunyai seorang koordinator PKB tingkat sekolah, yaitu seorang guru 

yang berpengalaman. Sekolah yang mempunyai banyak guru boleh membentuk sebuah 

tim PKB untuk membantu Koordinator PKB, sedangkan sekolah kecil dengan jumlah guru 

yang terbatas, terutama sekolah dasar, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan 

sekolah lain di sekitarnya. Dengan demikian, seorang Koordinator PKB bisa 

mengkoordinasikan kegiatan PKB di beberapa sekolah. 

4. Setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan seorang Koordinator 

PKB tingkat kabupaten/kota (misalnya pengawas yang bertanggung jawab untuk gugus 

sekolah tertentu). 

5. Sekolah, KKG/MGMP serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus merencanakan 

kegiatan PKB dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Kegiatan PKB harus 

sejalan dengan visi dan misi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

6. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas tambahannya 

sebagai Guru Pembina atau sebagai Koordinator PKB tingkat sekolah maupun dalam 

mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran siswa. 

PKB perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai standar kompetensi 

dan/atau meningkatkan kompetensinya agar guru mampu memberikan layanan pendidikan 

secara profesional. Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut akan berdampak pada 

peningkatan keprofesian guru dan berimplikasi pada perolehan angka kredit bagi 

pengembangan karir guru. Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009, terdapat 

tiga unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu: pengembangan 

diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. 

 

1. Pengembangan Diri 

Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan 

kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru. Dengan 

demikian, guru akan mampu melaksanakan tugas utama dan tugas tambahan yang 
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dipercayakan kepadanya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenis dan 

jenjang pendidikan, sedangkan tugas tambahan adalah tugas lain guru yang relevan 

dengan fungsi sekolah/madrasah, seperti tugas sebagai kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan. 

Diklat fungsional termasuk pada kategori diklat dalam jabatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan 

fungsional masing-masing. Dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan 

bahwa diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan 

yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun 

waktu tertentu. 

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau 

mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah, dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. 

Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain: (1) lokakarya atau kegiatan 

bersama untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, 

penilaian, dan/atau media pembelajaran; (2) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, 

koloqium, workshop, bimbingan, teknis, dan diskusi panel), baik sebagai pembahas 

maupun peserta; (3) kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban 

guru. 

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan 

diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (1) 

penyusunan RPP, program kerja, dan/atau perencanaan pendidikan; (2) penyusunan 

kurikulum dan bahan ajar; (3) pengembangan metodologi mengajar; (4) penilaian proses 

dan hasil pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan dan pengembangan teknologi 

informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran; (6) inovasi proses pembelajaran; 

(7) peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini; (8) 

penulisan publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya inovatif; (10) kemampuan untuk 

mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah. 

Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri ini harus berkualitas, 

dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Koordinator PKB di sekolah secara sistematik dan 

terarah sesuai kebutuhan. Kegiatan pengembangan diri yang berupa diklat fungsional 
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harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang 

disahkan oleh kepala sekolah. Sementara itu, kegiatan pengembangan diri yang berupa 

kegiatan kolektif guru harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan per kegiatan 

yang disahkan oleh kepala sekolah. Jika guru mendapat tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah, laporan dan bukti fisik pendukung tersebut harus disahkan oleh kepala dinas 

pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. 

Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru ini perlu didesiminasikan kepada 

guru-guru yang lain, minimal di sekolahnya masing-masing, sebagai bentuk kepedulian 

dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan 

dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan sekolah secara 

utuh/menyeluruh. Guru bisa memperoleh penghargaan berupa angka kredit tambahan 

sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber. 

 

2. Publikasi Ilmiah 

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada 

masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses 

pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi 

ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

a. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran 

dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, 

baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, 

provinsi, nasional, maupun internasional. 

b. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. 

Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang 

pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam 

bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu 

atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masing-masing. 

Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan 

sekolah. Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya 

ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan setempat. 

c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang 

dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku 

pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, 

karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di 
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perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan 

pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru 

yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 

 

3. Karya Inovatif 

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan 

baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di 

sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif 

ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau 

pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau 

penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun 

provinsi. 

Kegiatan PKB yang mencakup ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, 

tidak sekadar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit 

seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan 

jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan PKB. 

 

E. Uji Kompetensi 

Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji 

kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil 

kompetensi guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru 

tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah 

guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. 

Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris 

yang kuat, sehingga bias dipertanggungjawabkan baik secara akademik, moral, maupun 

keprofesian. Dengan demikian, disamping hasil penilaian kinerja, uji kompetensi menjadi 

salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi 

esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti yang telah 

dijelaskan di atas, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi 

profesional. 
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1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan 

karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu 

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta 

didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan 

kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan 

pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. 

Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan penilaian 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki 

guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu: 

a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional dan intelektual. 

b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu. 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas 

yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan 

bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, 

guru harus tetap tegar dalam melaksakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan 

adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. 
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Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata 

nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. 

Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi 

perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan 

disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan 

kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta 

didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, 

belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus 

berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan 

kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah: 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 

d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan 

rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

 

3. Kompetensi Sosial 

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh 

dan merupkan suri tauladan dalam kehidupanya sehari-hari. Guru perlu memiliki 

kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran 

yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan 

masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua 

peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. 

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, 

bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru dalam 

kaitannya dengan kompetensi sosial disajikan berikut ini. 

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, 

ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 
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c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki 

keragaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain. 

 

4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam 

perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk 

itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, 

dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan 

dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku 

terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir 

tentang materi yang disajikan. 

Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai 

sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan 

mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses 

pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang 

tidak pernah putus. 

Keaktifan pesertadidik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan 

menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang 

dapat mendorong pesertadidik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta 

menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan 

pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, 

belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai kontek materinya. 

Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. 

Misalnya, bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, dan 

prinsip-prinsip lainnya. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat 

melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir 

soal secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi pesertadidik belajar. 

Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau 

akademik dapat diamati dari aspek-aspek berikut ini. 
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a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang 

pengembangan yang diampu. 

c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

Seperti dijelaskan di atas, untuk mengetahui kompetensi guru dilakukan uji kompetensi. 

Melalui uji kompetensi guru dapat dirumuskan profil kompetensinya. Kondisi nyata itulah 

yang menjadi dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil uji kompetensi 

menjadi basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. 

Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan materi 

pembelajaran setiap guru. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi 

guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan 

uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum 

dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. 

a. Valid, yaitu menguji apa yang seharusnya dinilai atau diuji dan bukti-bukti yang 

dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli. 

b. Reliabel, yaitu uji komptensi bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang 

relatif sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda. 

c. Fleksibel, yaitu uji kompetensi dilakukan dengan metoda yang disesuikan dengan kondisi 

peserta uji serta kondisi tempat uji kompetensi. 

d. Adil, yaitu uji kompetensi tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru, dimana mereka 

harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari 

kelompok mana dia berasal. 

e. Efektif dan efisien, yaitu uji kompetensi tidak mengorbankan sumber daya dan waktu 

yang berlebihan dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unjuk kerja yang 

ditetapkan. Uji kompetensi sebisa mungkin dilaksanakan di tempat kerja atau dengan 

mengorbankan waktu dan biaya yang sedikit. 
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Uji kompetensi dilakukan dengan strategi tertentu. Strategi uji kompetensi dilakukan 

seperti berikut ini. 

1. Dilakukan secara kontinyu bagi semua guru, baik terkait dengan mekanisme sertifikasi 

maupun bersamaan dengan penilaian kinerja. 

2. Dapat dilakukan secara manual (offline), online, atau kombinasinya. 

3. Memberi perlakauan khusus untuk jenis guru tertentu, misalnya guru produktif, normatif, 

guru TK/LB, atau melalui tes kinerja atau performance test. 

4. Dimungkinkan penyediaan bank soal yang memenuhi validitas dan reliabilitas tertentu, 

khusus untuk ranah pengetahuan. 

5. Sosialisasi pelaksanaan program dan materi uji kompetensi 

 

 

Latihan dan Renungan 

 

1. Apa esensi peningkatan kompetensi guru? 

2. Sebutkan jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh guru? 

3. Buatlah penjelasan ringkas mengenai keterkaitan masing-masing jenis kompetensi guru! 

4. Sebutkan beberapa prinsip peningkatan kompetensi guru1 

5. Apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan? 

6. Sebutkan jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru! 

7. Apa esensi uji kompetensi guru? 

8. Apa dampak ikutan hasil uji kompetensi bagi guru? 
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BAB III 

PENILAIAN KINERJA 

 

Topik ini berkaitan dengan penilaian kinerja guru. Materi sajian 

terutama berkaitan dengan makna, persyaratan, prinsip, tahap-tahap 

pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. Peserta 

PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, 

melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi 

yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi. 

 

A. Latar Belakang 

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional mampu berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan 

YME, unggul dalam IPTEK, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan 

berkepribadian. 

Masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. 

Karena itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut 

jabatan fungsional guru. Agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru 

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru (PK 

Guru) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang 

pendidikan. 

Pelaksanaan PK Guru dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena 

harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi guru. Untuk 

memberi pengakuan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai 

penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK Guru harus dilakukan terhadap guru di semua 

satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan 

di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru 

yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. 

Hasil PK Guru dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai 

masukan dalam penyusunan program PKB. Hasil PK Guru juga merupakan dasar penetapan 

perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana 

diamanatkan dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 
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Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan 

obyektif, maka cita‐cita pemerintah untuk menghasilkan ”insan yang cerdas komprehensif dan 

berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan. 

 

B. Pengertian 

Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian 

dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan 

jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam 

penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang 

dibutuhkan sesuai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat 

menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan 

pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru 

dengan tugas tambahan. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk 

mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran 

penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. 

Sebelum mengikuti PK Guru, seorang guru harus mengikuti uji kompetensi. 

Berdasarkan hasil uji kompetensi ini, guru akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: 
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(1) guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan, dan (2) guru 

yang belum memiliki standar kompetensi minimmal yang ditetapkan. 

Guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimum yang ditetapkan diberi 

kesempatan untuk mengikuti PK Guru. Sebaliknya, guru yang belum mencapai standar 

minimum yang ditetapkan, diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui 

multimode, untuk kemudian mengikuti uji kompetensi. 

Jika hasil uji kompetensi memenuhi persyaratan, guru yang bersangkutan diberi peluang 

mengikuti PK Guru. Fokus utama PK Guru adalah (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), 

(2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) 

keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. 

Guru yang sudah mengikuti PK Guru, akan dihitung angka kredit yang diperoleh atas 

kinerjanya pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 

dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian 

kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi 

guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. 
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Hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan 

yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan 

proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing 

tinggi. PK Guru merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan 

karir dan promosi guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui 

unsur‐unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya, khususnya pada empat 

fokus utama, seperti disebutkan di atas. 

 

C. Persyaratan 

Persyaratan penting dalam sistem PK Guru yaitu harus valid, reliabel, dan praktis. 

1. Sistem PK Guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-

komponen tugas guru dalam melaksanakanpembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas 

lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

2. Sistem PK Guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses 

yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya 

oleh siapapun dan kapan pun. 

3. Sistem PK Guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif 

mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa 

memerlukan persyaratan tambahan. 

 

D. Prinsip Pelaksanaan 

Prinsip‐prinsip utama dalam pelaksanaan PK Guru adalah sebagai berikut. 

1. Sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. 

2. Menilai kinerja yang dapat diamati dan dipantau, yang dilakukan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sehari‐hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

pembimbingan, ada/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah 

meliputi: 

a. Disiplin guru ( kehadiran etos kerja) 

b. Efisien dan efektifitas pembelajaran (kapasitas transpormasi ilmu ke siswa) 

c. Keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berprilaku,) 

d. Motivasi Belajar Siswa 

3. Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses harus memahami semua 

dokumen yang terkait dengan sistem penilaian. Guru dan penilai harus memahami 
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pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya 

mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam 

penilaian. 

4. Diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun 

dengan memperhatikan hal‐hal berikut. 

a. Obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari‐hari. 

b. Memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang 

dinilai. 

c. Dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara 

berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya. 

e. Memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, 

untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut. 

f. Mudah tanpa mengabaikan prinsip‐prinsip lainnya. 

g. Berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. 

h. Tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu memperhatikan proses, yakni 

bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut. 

i. Periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi 

guru. 

j. Boleh diketahui oleh pihak‐pihak terkait yang berkepentingan. 

 

E. Aspek yang Dinilai 

Seperti telah dijelaskan di muka, guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki 

tugas‐tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, dalam 

penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah sebagai berikut. 

1. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata 

pelajaran atau guru kelas, khususnya berkaitan dengan, (1) disiplin guru (kehadiran, ethos 

kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), 

(3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. 

2. Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan 

Konseling (BK)/Konselor meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan 
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pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi 

pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Seperti halnya guru 

mata pelajaran, fokus utama PK bagi guru Bimbingan Konseling (BK)/Konselor juga 

mencakup (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, 

bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. 

3. Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi 

jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka 

meliputi: (1) menjadi kepala sekolah/madrasah per tahun; (2) menjadi wakil kepala 

sekolah/madrasah per tahun; (3) menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang 

sejenisnya; (4) menjadi kepala perpustakaan; atau (5) menjadi kepala laboratorium, 

bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya. Tugas tambahan yang tidak mengurangi jam 

mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan minimal satu 

tahun (misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya) 

dan tugas tambahan kurang dari satu tahun (misalnya menjadi pengawas penilaian dan 

evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya). 

Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas tambahan yang mengurangai 

jam mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang 

berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tambahan 

tersebut. Tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar guru dihargai 

langsung sebagai perolehan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan 

PK Guru dilakukan dua kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif) 

dan akhir tahun ajaran (penilaian sumatif), khususnya untuk pertamakalinya. PK Guru 

formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun 

waktu 6 (enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil 

evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun rencana 

PKB. Bagi guru‐guru dengan PK Guru di bawah standar, maka program PKB diarahkan untuk 

pencapaian standar kompetensi tersebut. 
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Sementara itu, bagi guru‐guru dengan PK Guru yang telah mencapai atau di atas 

standar, program PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dan perilaku keprofesiannya. PK Guru sumatif digunakan untuk 

menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK Guru sumatif juga 

digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik 

bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi 

standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru sumatif harus sudah dilaksanakan 6 (enam) 

minggu sebelum penetapan angka kredit seorang guru. 

Secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan PK Guru pembelajaran atau 

pembimbingan dengan prosedur pelaksanaan PK Guru untuk tugas tambahan yang relevan 

dengan fungsi sekolah/madrasah. Meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian PK 

Guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan sebagaimana berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan, hal‐hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan 

dinilai, yaitu: 

a. memahami Pedoman PK Guru, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK 

Guru dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru; 

b. memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator 

kinerja; 

c. memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang akan 

dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta 

mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian; dan 

d. memberitahukan rencana pelaksanaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai 

sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Beberapa tahapan PK Guru yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai 

untuk setiap kompetensi, yaitu: 

a. Sebelum pengamatan. Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai 

sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. 

Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan 

diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. 

Semua hasil diskusi, wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi 

sebagai bukti penilaian kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 
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dengan fungsi sekolah/madrasah dapat dicatat dalam lembaran lain karena tidak ada 

format khusus yang disediakan untuk proses pencatatan ini. 

b. Selama pengamatan. Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib 

mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang 

relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja 

dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing‐masing penilaian 

kinerja. Untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau 

pembimbingan, penilai menggunakan instrumen PK Guru pembelajaran atau 

pembimbingan. 

Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap 

muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan 

pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan 

dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun 

kelompok. Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan 

evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Jika 

diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memperoleh 

informasi yang akurat, valid dan konsisten tentang kinerja seorang guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan. 

Dalam proses penilaian untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah, data dan informasi dapat diperoleh melalui pencatatan terhadap 

semua bukti yang teridentifikasi di tempat yang disediakan pada masing‐masing 

kriteria penilaian. Bukti‐bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara 

dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite sekolah, peserta didik, dunia 

usaha dan dunia industri mitra). 

c. Setelah  pengamatan.  Pada  pertemuan  setelah  pengamatan  pelaksanaan  proses 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan 

fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang 

masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan 

dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. 

Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang 

dinilai. Untuk penilaian kinerja tugas tambahan, hasilnya dapat dicatat pada Format 

Penilaian Kinerja sebagai deskripsi penilaian kinerja. 
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3. Tahap Penilaian 

a. Pelaksanaan penilaian 

Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 

2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan 

skor 0, 1, atau 2 pada masing‐masing indikator untuk setiap kompetensi. Pemberian 

skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta 

bukti‐bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK Guru. 

Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

1) Pemberian skor 0, 1, atau 2 untuk masing‐masing indikator setiap kompetensi. 

Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan 

hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per 

kompetensi dengan indikator kinerja masing‐masing kompetensi 

2) Nilai setiap kompetensi kemudian direkapitulasi dalam format hasil penilaian 

kinerja guru untuk mendapatkan nilai total PK Guru. Untuk penilaian kinerja guru 

dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, nilai untuk 

setiap kompetensi direkapitulasi ke dalam format rekapitulasi penilaian kinerja 

untuk mendapatkan nilai PK Guru. Nilai total ini selanjutnya dikonversikan ke 

dalam skala nilai sesuai Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. 

3) Berdasarkan hasil konversi nilai PK Guru ke dalam skala nilai sesuai dengan 

Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru 

dan Angka Kreditnya, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan dan persentase angka 

kreditnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Konversi Nilai Kinerja Hasil PK Guru ke persentase Angka Kredit 

Nilai Hasil PK Guru Sebutan Persentase Angka Kredit 

   

91 – 100 Amat baik 125% 

   

76 – 90 Baik 100% 

   

61 – 75 Cukup 75% 

   

51 – 60 Sedang 50% 

   

≤ 50 Kurang 25% 
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4) Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang 

dinilai tentang nilai hasil PK Guru berdasarkan bukti catatan untuk setiap 

kompetensi. Penilai dan guru yang dinilai melakukan refleksi terhadap hasil PK 

Guru, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas kinerja guru pada periode 

berikutnya. 

5) Jika guru yang dinilai dan penilai telah sepakat dengan hasil penilaian kinerja, 

maka keduanya menandatangani format laporan hasil penilaian kinerja guru 

tersebut. Format ini juga ditandatangani oleh kepala sekolah. 

6) Khusus bagi guru yang mengajar di dua sekolah atau lebih (guru multi 

sekolah/madrasah), maka penilaian dilakukan di sekolah/madrasah induk. 

Meskipun demikian, penilai dapat melakukan pengamatan serta mengumpulkan 

data dan informasi dari sekolah/madrasah lain tempat guru mengajar atau 

membimbing. 

 

b. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian 

Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan 

keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada Kepala 

Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan menunjuk seseorang yang 

tepat untuk bertindak sebagai moderator. Dalam hal ini moderator dapat mengulang 

pelaksanaan PK Guru untuk kompetensi tertentu yang tidak disepakati atau mengulang 

penilaian kinerja secara menyeluruh. Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat 

dalam laporan akhir. Dalam kasus ini, nilai PK Guru dari moderator digunakan sebagai 

hasil akhir PK Guru. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator 

hanya bekerja untuk kasus penilaian tersebut. 

 

4. Tahap Pelaporan 

Setelah nilai PK Guru formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan 

hasil PK Guru kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK Guru 

tersebut. Hasil PK Guru formatif dilaporkan kepada kepala sekolah/koordinator PKB 

sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Hasil PK Guru sumatif 

dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat 

sesuai dengan kewenangannya. Laporan PK Guru sumatif ini digunakan oleh tim penilai 

tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar perhitungan dan penetapan 

angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat 
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dan jabatan fungsional guru. Laporan mencakup: (1) laporan dan evaluasi per kompetensi 

sesuai format; (ii) rekap hasil PK Guru sesuai format; dan (iii) dokumen pendukung 

lainnya. 

Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan 

mengurangi beban jam mengajar tatap muka, dinilai dengan menggunakan dua instrumen, 

yaitu: (i) instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan; dan (ii) instrumen PK 

Guru pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Hasil 

PK Guru. 

Pelaksanaan tugas tambahan tersebut akan digabungkan dengan hasil PK Guru 

pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sesuai persentase yang ditetapkan dalam 

aturan yang berlaku. 

 

G. Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit 

Nilai kinerja guru hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Permenneg 

PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan 

persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum 

melakukan pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit, tim penilai harus melakukan 

verifikasi terhadap hasil PK Guru. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan 

berbagai dokumen (Hasil PK Guru yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PK Guru, 

catatan hasil pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam 

Format Laporan dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendukungnya) yang 

disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan 

dimungkinkan, kegiatan verifikasi hasil PK Guru dapat mencakup kunjungan ke 

sekolah/madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. 

Pengkonversian hasil PK Guru ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit 

kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. 

Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan 

estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK 

Guru yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka 

kredit yang ditanda‐tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. 

Bersama‐sama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, 

publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unsur penunjang, hasil perhitungan PK Guru yang 

dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam 
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daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan 

jabatan fungsional guru. 

1. Konversi nilai PK Guru bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah. 

Konversi nilai PK Guru ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel 3.4. Berdasarkan 

Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perolehan angka kredit untuk 

pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan 

menggunakan rumus tertentu. Seorang Guru yang akan dipromosikan naik jenjang 

pangkat dan jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi, dipersyaratkan harus memiliki 

angka kredit kumulatif minimal sebagai berikut. 

Tabel 3.4. Persyaratan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan 

Jabatan Fungsional Guru 

 
Jabatan Guru Pangkat dan Golongan Ruang 

Persyaratan Angka Kredit kenaikan 

pangkat dan jabatan 

 

Kumulatif 

minimal 
Kebutuhan Per jenjang 

     

 
Guru Pertama 

Penata Muda, III/a 100 50 

 Penata Muda Tingkat I, III/b 150 50 

     

 
Guru Muda 

Penata, III/c 200 100 

 Penata Tingkat I, III/d 300 100 

     

 

Guru Madya 

Pembina, IV/a 400 150 

 Pembina Tingkat I, IV/b 550 150 

 Pembinaan Utama Muda, IV/c 700 150 

     

 
Guru Utama 

Pembina Utama Madya, IV/d 850 200 

 Pembina Utama, IV/e 1.050  

     

 

Keterangan: (1) Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 3 adalah jumlah angka kredit 

minimal yang dimiliki untuk masing‐masing jenjang jabatan/pangkat; dan (2) 

Angka kredit pada kolom 4 adalah jumlah peningkatan minimal angka kredit 

yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. 



53 
 

2. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru. 

Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala 

Perpustakaan, dan sejenisnya) yang mengurangi jam mengajar tatap muka diperhitungkan 

berdasarkan prosentase nilai PK Guru pembelajaran/pembimbingan dan prosentase nilai 

PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut. 

a. Untuk itu, nilai hasil PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau PK Guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor, atau PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan 

fungsi sekolah/madrasah perlu diubah terlebih dahulu ke skala 0 ‐ 100. 

b. Masing‐masing hasil konversi nilai kinerja guru untuk unsur pembelajaran/ 

pembimbingan 

dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, kemudian 

dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik(100%), Cukup (75%), Sedang 

(50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur dalam Permenneg PAN dan RB No. 16 

Tahun 2009. 

c. Angka kredit per tahun masing‐masing unsur pembelajaran/ pembimbingan dan tugas 

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diperoleh oleh guru 

dihitung menggunakan rumus tertentu. 

d. Angka kredit unsur pembelajaran/pembimbingan dan angka kredit tugas tambahan 

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dijumlahkan sesuai prosentasenya 

untuk memperoleh total angka kredit dengan perhitungan sebagai berikut: 

1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah total angka kreditnya = 25% 

angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 75 angka kredit tugas tambahan 

sebagai kepala sekolah. 

2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah total angka kreditnya = 

50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas 

Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah. 

3) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan/ laboratorium/bengkel, 

atau ketua program keahlian; total angka kredit = 50% angka kredit 

pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai 

Pustakawan/Laboran. 
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3. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru. 

Angka kredit tugas tambahan bagi guru dengan tugas tambahan lain yang tidak 

mengurangi jam mengajar tatap muka, langsung diperhitungkan sebagai perolehan angka 

kredit guru pada periode tahun tertentu. Banyaknya tugas tambahan untuk seorang guru 

maksimum dua tugas per tahun. Angka kredit kumulatif yang diperoleh diperhitungkan 

sebagai berikut. 

a. Tugas yang dijabat selama satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, tim kurikulum, 

pembimbing guru pemula, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = 

Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK Guru 

selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun. 

b. Tugas yang dijabat selama kurang dari satu tahun atau tugas‐tugas sementara (misalnya 

menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, 

dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK 

Guru selama setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya 

tugas temporer yang diberikan selama setahun. 

 

H. Penilai PK Guru 

1. Kriteria Penilai 

Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak 

dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak), 

maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai 

penilai. Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah. Penilai 

harus memiliki kriteria sebagai berikut. 

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat 

guru/kepala sekolah yang dinilai. 

b. Memiliki Sertifikat Pendidik. 

c. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang tugas 

Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai. 

d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

e. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka. 
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f. Memahami PK Guru dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai 

kinerja Guru/Kepala Sekolah. 

Dalam hal Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru Pembina, dan Koordinator 

PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan 

dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru 

Pembina/Koordinator PKB dari Sekolah lain atau oleh Pengawas Sekolah dari 

kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK Guru. 

2. Masa Kerja 

Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas 

Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh 

Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip‐prinsip 

penilaian yang berlaku. Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja 

guru dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru 

yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai dengan 10 guru per tahun. 

 

I. Sanksi 

Penilai dan guru akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar 

prinsip‐prinsip pelaksanaan PK Guru, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK) 

diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Diberhentikan sebagai guru atau kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah. 

2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan 

semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK 

Guru. 

3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan 

semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan 

mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK Guru. 

 

J. Tugas dan Tanggung Jawab 

Setiap pihak terkait memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PK 

Guru. Penetapan tugas dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah 

serta mengutamakan prinsip‐prinsip efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keterkaitan 

tugas dan tanggung jawab pihak‐pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru, mulai dari 

tingkat pusat sampai dengan sekolah. Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntut 



56 
 

agar pihak‐ pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru melakukan koordinasi. Tugas dan 

tanggung jawab masing‐masing pihak dirinci berikut ini. 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

a. Menyusun dan mengembangkan rambu‐rambu pengembangan kegiatan PK Guru. 

b. Menyusun prosedur operasional standar pelaksanaan PK Guru. 

c. Menyusun instrumen dan perangkat lain untuk pelaksanaan PK Guru. 

d. Mensosialisasikan, menyeleksi dan melaksanakan TOT penilai PK Guru tingkat pusat. 

e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PK Guru. 

f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru secara nasional. 

g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru kepada Dinas 

Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti. 

h. Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kebijakan‐kebijakan terkait PK Guru. 

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP 

a. Menghimpun data profil guru dan sekolah yang ada di daerahnya berdasarkan hasil PK 

Guru di sekolah. 

b. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk melatih penilai PK 

Guru tingkat Kabupaten/Kota. 

c. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru yang berada di bawah 

kewenangan provinsi dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 

d. Melaksanakan pendampingan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di bawah 

kewenangannya. 

e. Menyediakan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di bawah 

kewenangannya. 

f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang 

ada di bawah kewenangannya. 

g. Dinas Pendidikan Provinsi bersama‐sama dengan LPMP membuat laporan hasil 

pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada sekolah, 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kemdiknas, cq. unit yang menangani 

Pendidik. 

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

a. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada di wilayahnya 

berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. 

c. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan 
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            LPMP melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota. 

c. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang 

ada di wilayahnya. 

d. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di sekolah‐sekolah 

yang ada di wilayahnya. 

e. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru bagi guru yang berada di bawah 

kewenangannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas. 

f. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PK Guru yang diajukan 

sekolah. 

g. Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan 

kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di daerahnya. 

h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru untuk menjamin 

pelaksanaan yang efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dan sebagainya. 

i. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru di sekolah‐ 

sekolah yang ada di wilayahnya dan mengirimkannya kepada sekolah, dan/atau LPMP 

dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi masing‐masing. 

 

4. UPTD Dinas Pendidikan 

a. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada dikecamatan 

      wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. 

b. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di wilayah 

kecamatannya. 

c. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di wilayah 

kecamatannya. 

d. Menetapkan dan mengesahkan penilai PK Guru dalam bentuk Keputusan penetapan 

sebagai penilai. 

e. Menyediakan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di 

daerahnya. 

f. Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan PK Guru di 

tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

5. Satuan Pendidikan 

a. Memilih dan mengusulkan penilai untuk pelaksanaan PK Guru 
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b. Menyusun program kegiatan sesuai dengan Rambu‐Rambu Penyelenggaraan PK Guru 

dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru. 

c. Mengusulkan rencana program kegiatan ke UPTD atau Dinas Kabupaten/Kota. 

d. Melaksanakan kegiatan PK Guru sesuai program yang telah disusun secara efektif, 

efisien, obyektif, adil, akuntabel, dsb. 

e. Memberikan kemudahan akses bagi penilai untuk melaksanakan tugas. 

f. Melaporkan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika terjadi 

permasalahan dalam pelaksanaan PK Guru. 

g. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, administrasi, keuangan (jika ada) dan 

pelaksanaan program. 

h. Membuat rencana tindak lanjut program pelaksanaan PK Guru untuk tahun berikutnya. 

i. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan Pengawas 

Sekolah. 

j. Membuat laporan kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Tim penilai tingkat 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai kewenangannya sebagai dasar 

penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan 

jabatan fungsional guru. Tim Penilai untuk menghitung dan menetapkan angka kredit, 

terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen hasil PK Guru. Pada 

kegiatan verifikasi jika diperlukan dan memang dibutuhkan tim penilai dapat 

mengunjungi sekolah. Sekolah juga menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke UPTD Pendidikan Kecamatan. 

k. Merencanakan program untuk memberikan dukungan kepada guru yang memperoleh 

hasil PK Guru di bawah standar yang ditetapkan. 

 

Latihan dan Renungan 

1. Mengapa penilaian kinerja guru perlu dilakukan secara kontinyu? 

2. Apa tujuan utama penilaian kinerja guru? 

3. Sebutkan dan jelaskan secara ringkat tiga persyaratan penilaian kinerja guru! 

4. Sebutkan dan jelaskan secara ringkas prinsip-prinsip penilaian kinerja guru! 

5. Sebutkan tahap-tahap penilaian kinerja guru! 

6. Apa yang Anda ketahui tentang konversi nilai kredit dalam kerangka penilaian kinerja 

guru? 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN KARIR 
 

Topik ini berkaitan dengan pengembangan karir guru. Materi sajian 

terutama berkaitan dengan esensi dan ranah pembinaan dan 

pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan 

karir. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara 

individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, 

membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan 

melakukan refleksi. 

 

A. Ranah Pengembangan Guru 

Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas 

tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang 

memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu. 

Secara formal, guru profesional harus memenuhi kualifikasi akademik minimum S-1/D-

IV dan bersertifikat pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru-guru yang 

memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara 

efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. 

Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dibedakan antara pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV, 

seperti disajikan pada Gambar 4.1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi 

guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi 

program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program 

pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan. 

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat 

pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olah raga (PP 

Nomor 74 Tahun 2008). Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan 
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melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan 

dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. 

Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki 

sertifikat pendidik dimaksud dapat berupa: kegiatan kolektif guru yang meningkatkan 

kompetensi dan/atau keprofesian, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, publikasi ilmiah 

atas hasil penelitian atau gagasan inovatif, karya inovatif, presentasi pada forum ilmiah, 

publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, publikasi buku pengayaan, 

publikasi buku pedoman guru, publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus 

dan/atau pendidikan layanan khusus, dan/atau penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai 

guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 

Pada sisi lain, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan 

bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan 

pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir, seperti disajikan pada 

Gambar 4.2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru 

sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. 
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Gambar 4.2. Jenis Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru 

 

Pembinaan dan pengembangan karir meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan 

(3) promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan 

jenjang jabatan fungsional guru. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru 

tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Pengembangan profesi dan karir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi 

dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan 

di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan 

upaya memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. 

Kegiatan ini menjadi bagian intergral dari pengembangan keprofesian guru secara 

berkelanjutan. 

 

B. Ranah Pengembangan Karir 

Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan tanggungjawab pemerintah, 

pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, serta guru secara 

pribadi. Secara umum kegiatan itu dimaksudkan untuk memotivasi, memelihara, dan 

meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan 

pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Seperti telah 

dijelaskan sebelumnya, pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu: 

penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. 
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1. Penugasan 

Guru terdiri dari tiga jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan 

konseling atau konselor. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan 

pokok yang mencakup: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan 

tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban 

kerja guru. 

Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu 

sekolah sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas sekolah. 

Baik bertugas pada satu sekolah atau lebih, guru dituntut melaksanakan tugas 

pembelajaran yang diukur dengan beban kerja tertentu, yaitu: 

a. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan 

paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau 

lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah. 

b. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan 

paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan 

dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada 

satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap. 

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang 

setara, yaitu jika mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima 

puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. 

d. Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusi atau pendidikan terpadu wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu 

jika paling sedikit melaksanakan 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

e. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban 

kerja dimaksud, khusus untuk guru-guru yang: bertugas pada satuan pendidikan 

layanan khusus, berkeahlian khusus, dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan 

kepentingan nasional. 

Agar guru dapat melaksanakan beban kerja yang telah ditetapkan tersebut secara 

efektif, maka harus dilakukan pengaturan tugas guru berdasarkan jenisnya. Pengaturan 

tugas guru tersebut dilakukan dengan melibatkan individu dan/atau institusi dengan 

ketentuan sebagai berikut. 
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a. Penugasan sebagai Guru Kelas/Mata Pelajaran 

1) Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru dapat memenuhi beban 

kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Apabila pada satuan 

administrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban kerja tersebut, kepala 

sekolah/madrasah melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 

atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan 

guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per 

minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 

3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 

24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan 

kewenangannya. 

4) Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan 

Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban 

mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang 

ada dalam lingkungan kewenangannya. 

5) Apabila pengaturan penugasan guru pada butir 2), 3), dan 4) belum terpenuhi, 

instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi untuk 

mengatur penugasan guru pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun 

swasta. 

6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait 

sesuai kewenangan masing-masing memastikan bahwa setiap guru wajib 

memenuhi beban mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka pada satuan 

administrasi pangkal guru dan menugaskan guru pada sekolah/madrasah lain, baik 

negeri maupun swasta untuk dapat memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 

jam tatap muka per minggu. 

7) Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru 

yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan 

atas dasar pertimbangan kepentingan nasional apabila beban kerjanya kurang dari 

24 jam tatap muka per minggu dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai 

dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat 

persetujuan Menteri Pendidikan Nasional. 
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b. Penugasan sebagai Guru Bimbingan dan Konseling 

1) Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru bimbingan dan 

konseling dapat memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik 

per tahun. Apabila pada satuan administrasi pangkalnya guru tidak dapat 

memenuhi beban membimbing tersebut, kepala sekolah/madrasah melaporkan 

kepada dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota. 

2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan 

guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing 

bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan 

pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 

3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban 

membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan 

yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 

4) Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan 

Kementerian Agama mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang 

belum memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun 

ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 

5) Apabila pengaturan penugasan guru bimbingan dan konseling pada butir 2), 3), 

dan 4) belum terpenuhi, instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-

masing berkoordinasi untuk mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling 

pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta. 

6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait 

sesuai kewenangan masing-masing memastikan bahwa setiap guru bimbingan dan 

konseling wajib memenuhi beban membimbing paling sedikit 40 peserta didik 

pada satuan administrasi pangkal guru dan menugaskan guru bimbingan dan 

konseling pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat 

memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun. 

Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru 

yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas 

dasar pertimbangan kepentingan nasional, apabila beban mengajarnya kurang dari 24 

jam tatap muka per minggu atau sebagai guru bimbingan dan konseling yang 
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membimbing kurang dari 150 peserta didik per tahun dapat diberi tugas ekuivalensi 

beban kerja sesuai dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah 

mendapat persetujuan kementerian pendidikan. Hal ini masih dalam proses penelaahan 

yang saksama. Guru berhak dan wajib mengembangkan dirinya secara berkelanjutan 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Kepala sekolah/madrasah wajib memberi 

kesempatan secara adil dan merata kepada guru untuk mengikuti kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. 

 

c. Guru dengan Tugas Tambahan 

1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar 

paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 

40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari 

guru bimbingan dan konseling atau konselor. 

2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan wajib 

mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau 

membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan 

pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. 

3) Guru dengan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian wajib mengajar 

paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

4) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan 

wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu. 

5) Guru dengan tugas tambahan sebagai kerja kepala laboratorium, bengkel, atau 

unit produksi satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam 

tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

6) Guru yang ditugaskan menjadi pengawas satuan pendidikan, pengawas mata 

pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran wajib melakukan tugas 

pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalen 

dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 

(satu) minggu. 

7) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan wajib 

melaksanakan tugas sebagai pendidik, dengan ketentuan berpengalaman sebagai 

guru sekurangkurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 
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(empat) tahun, memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, memiliki Sertifikat Pendidik, dan melakukan 

tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan. 

Pada sisi lain, guru memiliki peluang untuk mendapatkan penugasan dalam aneka 

jenis. Di dalam PP No. 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh 

pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan guru pada jabatan 

struktural dimaksud dapat dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas sebagai guru 

paling singkat selama delapan tahun. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural itu 

dapat ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak-hak guru sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk 

memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat 

tambahan. Hak-hak guru dimaksud berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional 

diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan 

sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural. 

 

2. Promosi 

Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang kedua adalah promosi. Promosi 

dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala 

sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan sebagainya. Kegiatan promosi ini harus 

didasari atas pertimbangan prestasi dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru. 

Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan 

tugas keprofesian, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 

Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional. 

 

C. Kenaikan Pangkat 

Dalam rangka pengembangan karir guru, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 

2009 telah menetapkan 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru dari yang terrendah sampai 

dengan yang tertinggi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. 

Penjelasan tentang jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang 

tertinggi beserta jenjang kepengkatan dan persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat 

dan jabatan tersebut telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
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Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru dalam rangka pengembangan karir 

merupakan gabungan dari angka kredit unsur utama dan penunjang ditetapkan sesuai dengan 

Permenneg PAN dan BR Nomor 16 Tahun 2009. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan 

angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru mencakup 

unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka 

kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas: (a) pendidikan, (b) 

pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan 

fungsi sekolah/madrasah, dan (c) pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). 

1. Pendidikan 

Unsur kegiatan pendidikan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan 

pangkat guru terdiri atas: 

a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah. 

Angka kredit gelar/ijazah yang diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru dan 

sesuai dengan bidang tugas guru, yaitu: 

1) 100 untuk Ijazah S-1/Diploma IV; 

2) 150 untuk Ijazah S-2; atau 

3) 200 untuk Ijazah S-3. 

Apabila seseorang guru mempunyai gelar/ijazah lebih tinggi yang sesuai dengan 

sertifikat pendidik/keahlian dan bidang tugas yang diampu, angka kredit yang 

diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan 

berdasarkan gelar/ijazah lama dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi 

tersebut. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau 

direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. 

 

b. Mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi. 

Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi diberi angka kredit 3. Bukti fisik 

keikutsertaan pelatihan prajabatan yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat 

tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan yang disahkan oleh kepala 

sekolah/madrasah yang bersangkutan. Bukti fisik keikutsertaan program induksi yang 

dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan oleh 

kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan. 
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2. Pengembangan Profesi 

Berdasarkan Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan 

adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, 

bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan 

pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat 

Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau 

pengembangan karya inovatif. 

Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi 

pengembangan diri (diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru), publikasi ilmiah (hasil 

penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan buku teks pelajaran, 

buku pengayaan dan pedoman guru), karya inovatif (menemukan teknologi tepat guna; 

menemukan atau menciptakan karya seni; membuat atau memodifikasi alat pelajaran; dan 

mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya). 

Persyaratan atau angka kredit minimal bagi guru yang akan naik jabatan/pangkat dari 

subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk masing-masing 

pangkat/golongan adalah sebagai berikut: 

a. Guru golongan III/a ke golongan III/b, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) 

angka kredit. 

b. Guru golongan III/b ke golongan III/c, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) 

angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 4 (empat) 

angka kredit. 

c. Guru golongan III/c ke golongan III/d, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) 

angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 6 (enam) 

angka kredit. 

d. Guru golongan III/d ke golongan IV/a, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) 

angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 8 (delapan) 

angka kredit. Bagi guru golongan tersebut sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) 

laporan hasil penelitian dari subunsur publikasi ilmiah. 

e. Guru golongan IV/a ke golongan IV/b, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) 

angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua 
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belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 

(satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. 

f. Guru golongan IV/b ke golongan IV/c, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) 

angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua 

belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 

(satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. 

g. Guru golongan IV/c ke golongan IV/d, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) 

angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 14 (empat 

belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur 

publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang 

dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang 

ber ISBN. 

h. Guru golongan IV/d ke golongan IV/e, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) 

angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 20 (dua 

puluh) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur 

publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang 

dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang 

ber ISBN. 

i. Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama, 

golongan IV/d, selain membuat PKB sebagaimana pada poin g diatas juga wajib 

melaksanakan presentasi ilmiah. 

 

3. Unsur Penunjang 

Unsur penunjang tugas guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Unsur penunjang 

tugas guru meliputi berbagai kegiatan seperti berikut ini. 

a. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. 

Guru yang memperoleh gelar/ijazah, namun tidak sesuai dengan bidang yang 

diampunya diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit 

sebagai berikut. 

1) Ijazah S-1 diberikan angka kredit 5; 

2) Ijazah S-2 diberikan angka kredit 10; dan 

3) Ijazah S-3 diberikan angka kredit 15. 
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Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik 

pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan belajar/surat ijin 

belajar/surat tugas belajar dari kepala dinas yang membidangi pendidikan atau pejabat 

yang menangani kepegawaian serendah-rendahnya Eselon II. Bagi guru di lingkungan 

Kementerian Agama, surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar 

tersebut berasal dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon II. 

b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru 

Kegiatan yang mendukung tugas guru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai 

dengan kriteria dan dilengkapi dengan bukti fisik. Kegiatan tersebut di antaranya: 

1) Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan 

yang sejenisnya 

2) Sebagai pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar 

tingkat nasional. 

3) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi 

4) Menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya 

5) Menjadi tim penilai angka kredit 

6) Menjadi tutor/pelatih/instruktur/pemandu atau sejenisnya. 

c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa 

Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau 

negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai 

seorang guru dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. 

Tanda jasa dalam bentuk Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan yang 

diberikan kepada guru berdasarkan prestasi dan masa pengabdiannya dalam waktu 

tertentu. Penghargaan lain yang diperoleh guru karena prestasi seseorang dalam 

pengabdiannya kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang 

pendidikan/kemanusiaan/kebudayaan. Prestasi kerja tersebut dicapai karena 

pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif 

lama. Guru yang mendapat penghargaan dalam lomba guru berprestasi tingkat 

nasional, diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan jabatan/pangkat. 
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Latihan dan Renungan 

1. Apa perbedaan utama antara pengembangan keprofesian dan pengembangan karir guru? 

2. Mengapa pengembangan keprofesian guru dikaitkan dengan jabatan fungsionalnya? 

3. Apa perbedaan utama pengembangan guru yang belum S1/D-IV dan belum bersertifikat 

pendidik dengan yang sudah memilikinya? 

4. Sebutkan jenis-jenis pengembangan karir guru! 

5. Apa perbedaan utama pengembangan keprofesian berbasis lembaga dengan yang berbasis 

individu? 
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BAB V 

ETIKA PROFESI 
 

Topik ini berkaitan dengan etika profesi guru. Materi sajian terutama 

berkaitan dengan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses 

pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di 

luar kelas, maupun di masyarakat. Peserta PLPG diminta mengikuti 

materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi 

kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, 

menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi. 

 

A. Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa 

Sebelum era sekarang, telah lama profesi guru di Indonesia dipersepsi oleh masyarakat 

sebagai “profesi kelas dua”. Idealnya, pilihan seseorang untuk menjadi guru adalah 

“panggilan jiwa” untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, 

mengajar, membimbing, dan melatih, yang diwujudkan melalui proses belajar-mengajar serta 

pemberian bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-

masing. Dalam kenyataannya, menjadi guru tidak cukup sekadar untuk memenuhi panggilan 

jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus. 

Guru adalah profesi yang terhormat. Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (1966) 

mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual 

khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk 

menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang 

lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. 

Guru profesional memiliki arena khusus untuk berbagi minat, tujuan, dan nilai-nilai 

profesional serta kemanusiaan mereka. Dengan sikap dan sifat semacam itu, guru profesional 

memiliki kemampuan melakukan profesionalisasi secara terus-menerus, memotivasi-diri, 

mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi-diri, kesadaran-diri, mengembangkan-diri, 

berempati, menjalin hubungan yang efektif. Guru profesional adalah pembelajar sejati dan 

menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Menurut Danim (2010) secara akademik guru 

profesional bercirikan seperti berikut ini. 

1. Mumpuni kemampuan profesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu. 

2. Memiliki kemampuan berintegrasi antarguru dan kelompok lain yang “seprofesi” dengan 

mereka melalui kontrak dan aliansi sosial. 
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3. Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika 

kerja dan tata santun berhubunngan dengan atasannya. 

4. Memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi, dan gemar 

melibatkan diri secara individual atau kelompok seminat untuk merangsang pertumbuhan 

diri. 

5. Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan 

mutu pendidikan dan pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang 

pendidikan. 

6. Siap bekerja secara tanpa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya. 

7. Siap bekerja tanpa diseru atau diancam, karena sudah bisa memotivasi dan mengatur 

dirinya. 

8. Secara rutin melakukan evaluasi-diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan-

diri. 

9. Memiliki empati yang kuat. 

10. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, kolega, komunitas sekolah, dan 

masyarakat. 

11. Menunjung tinggi etika kerja dan kaidah-kaidah hubungan kerja. 

12. Menunjung tinggi Kode Etik organisasi tempatnya bernaung. 

13. Memiliki kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust), dalam makna tersebut mengakui 

keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. 

14. Adanya kebebasan diri dalam beraktualisasi melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial 

dengan berbagai ragam perspektif. 

Dari sisi pandang lain, dapat dijelaskan bahwa suatu profesi mempunyai seperangkat 

elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seseorang penyandang profesi 

dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari 

kehidupannya. Danim (2010) merangkum beberapa hasil studi para ahli mengenai sifat-sifat 

atau karakteristik-karakteristik profesi seperti berikut ini. 

a. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan dimaksud adalah 

jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang 

berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi. 

b. Memiliki pengetahuan spesialisasi. Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan 

penguasaan bidang keilmuan tertentu. Siapa saja bisa menjadi “guru”, akan tetapi guru 
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yang sesungguhnya memiliki spesialisasi bidang studi (subject matter) dan penguasaan 

metodologi pembelajaran. 

c. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. 

Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, dimana aplikasi didasari atas kerangka teori 

yang jelas dan teruji. Makin spesialis seseorang, makin mendalam pengetahuannya di 

bidang itu, dan makin akurat pula layanannya kepada klien. Dokter umum, misalnya, 

berbeda pengetahuan teoritis dan pengalaman praktisnya dengan dokter spesialis. Seorang 

guru besar idealnya berbeda pengetahuan teoritis dan praktisnya dibandingkan dengan 

dosen atau tenaga akademik biasa. 

d. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Seorang guru 

harus mampu berkomunikasi sebagai guru, dalam makna apa yang disampaikannya dapat 

dipahami oleh peserta didik. 

e. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. 

Istilah mandiri di sini berarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan 

yang dia lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti 

menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas. 

f. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Seorang guru harus siap memberikan 

layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di 

lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah. Di dunia kedokteran, seorang dokter harus 

siap memberikan bantuan, baik dalam keadaan normal, emergensi, maupun kebetulan, 

bahkan saat dia sedang istirahat sekalipun. 

g. Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam 

bekerja. 

h. Memiliki sanksi dan tanggungjawab komunita. Manakala terjadi “malpraktik”, seorang 

guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari 

atasannya. Ketika bekerja, guru harus memiliki tanggungjawab kepada komunita, 

terutama anak didiknya. Replika tanggungjawab ini menjelma dalam bentuk disiplin 

mengajar, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas 

pembelajaran. 

i. Mempunyai sistem upah. Sistem upah yang dimaksudkan di sini adalah standar gaji. Di 

dunia kedokteran, sistem upah dapat pula diberi makna sebagai tarif yang ditetapkan dan 

harus dibayar oleh orang-orang yang menerima jasa layanan darinya. 
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j. Budaya profesional. Budaya profesi, bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang 

berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain. 

 

B. Definisi 

Berbicara mengenai Kode Etik Guru dan etika profesi guru dengan segala dimensinya 

tidak terlepas dengan dimensi organisasi atau asosiasi profesi guru dan kewenangannya, Kode 

Etik Gutu itu sendiri, Dewan Kehormatan Guru, pembinaan etika profesi guru, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, beberapa frasa yang terkait dengan ini perlu didefinisikan. 

1. Organisasi atau asosiasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang 

didirikan dan diurus oleh guru atau penyandang profesi sejenis untuk mengembangkan 

profesionalitas anggotanya. 

2. Kewenangan organisasi atau asosiasi profesi guru adalah kekuatan legal yang dimilikinya 

dalam menetapkan dan menegakkan kode etik guru, melakukan pembinaan dan 

pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional. 

3. Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru 

Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai 

pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. 

4. Dewan Kehormatan Guru adalah perangkat kelengkapan organisasi atau asosiasi profesi 

guru yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, 

pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika 

profesi guru. 

5. Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru 

yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-

tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar 

sekolah. 

6. Pembinaan etika profesi adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis untuk 

menciptakan kondisi agar guru berbuat sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan 

menghindari norma-norma yang dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah, serta menjalani kehidupan di masyarakat. 
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C. Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa 

guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau 

asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Konsekuensi logis dari amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru 

wajib: 

1. Menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik Guru dan Ikrar atau 

Janji Guru yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. 

3. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan dan 

disiplin yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. 

4. Melaksanakan program organisasi atau asosiasi profesi guru secara aktif. 

5. Memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi atau asosiasi profesi guru dimana 

dia terdaftar sebagai anggota. 

6. Memiliki Kartu Anggota organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai 

anggota. 

7. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar 

sebagai anggota. 

8. Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi atau asosiasi profesi dimana dia 

terdaftar sebagai anggota. 

9. Guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih 

organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

D. Esensi Kode Etik dan Etika Profesi 

Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang 

terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus 

menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan 

berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. 
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Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab. 

Penyandang profesu guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksankan 

tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya 

mangun karso, tut wuri handayani”. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya 

tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar 

dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan 

datang. 

Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa 

perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman bersikap dan 

berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru 

sebagai pendidik putera-puteri bangsa. KEGI yang tercermin dalam tindakan nyata itulah 

yang disebut etika profesi atau menjalankan profesi secara beretika. 

Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan 

KEGI. Kode Etik harus mengintegral pada perilaku guru. Disamping itu, guru dan organisasi 

guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, 

penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh 

dilanggar, baik sengaja maupun tidak. 

Dengan demikian, sebagai tenaga profesional, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik. 

Kode Etik profesi guru dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. 

Kode Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam 

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “Guru membentuk 

organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen.” Organisasi atau asosiasi profesi 

guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan 

kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. 
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Sejalan dengan itu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan 

bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi 

atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada 

sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk 

menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas 

keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud 

berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian. 

 

E. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia 

Ketika melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia harus menyadari sepenuhnya, 

bahwa Kode Etik Guru (KEG), Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), atau nama lain sesuai 

dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, merupakan pedoman 

bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika 

jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan 

suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Di sinilah esensi bahwa 

guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan Kode Etik Guru 

dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat. 

Ketaatasasan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan 

norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika 

profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-

tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan 

demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran 

secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Dampak ikutannya adalah, 

proses pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kriteria edukatif berjalan secara efektif 

dan efisien di sekolah. 

Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI), misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan 

Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor 

V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX 

PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat 

menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyandang profesi guru di Indonesia atau 

menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan 

Kode Etik bagi anggotanya. 
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KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan 

Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Pengurus Besar 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan 

publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa “semua guru di Indonesia dapat 

memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku keseharian sesuai dengan norma 

dan etika yang tertuang dalam KEGI ini.” Berikut ini disajikan substansi esensial dari KEGI 

yang ditetapkan oleh PGRI sebagaimana dimaksud. Sangat mungkin beberapa organisasi atau 

asosiasi profesi guru selain PGRI telah memuat rumusan Kode Etik Guru yang sudah 

disepakati. Kalau memang demikian, itu pun selayaknya menjadi acuan guru dalam 

menjalankan tugas keprofesian. 

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik 

a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil 

pembelajaran. 

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan 

hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. 

c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual 

dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. 

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk 

kepentingan proses kependidikan. 

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha 

menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang 

menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta 

didik. 

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan 

menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. 

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. 

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu 

peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk 

kemampuannya untuk berkarya. 

i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan 

martabat peserta didiknya. 
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j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. 

k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-

hak peserta didiknya. 

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian 

bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. 

m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari 

kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, 

dan keamanan. 

n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan 

yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan 

kemanusiaan. 

o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada 

peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, 

dan agama.  

p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta 

didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 

 

2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa 

a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan 

orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. 

b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai 

perkembangan peserta didik. 

c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan 

orangtua/walinya. 

d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam 

memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan 

kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. 

f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya 

berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan 

pendidikan. 

g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali 

siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 
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3. Hubungan Guru dengan Masyarakat 

a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan 

masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. 

b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. 

c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan 

martabat profesinya. 

e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat 

berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. 

f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, 

hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. 

h. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada 

masyarakat. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat 

a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. 

b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan 

proses pendidikan. 

c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. 

d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah. 

e. Guru menghormati rekan sejawat. 

f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat. 

g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan 

standar dan kearifan profesional. 

h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh 

secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan 

profesionalitasnya. 

i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat 

profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran. 

j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap 

tindakan profesional dengan sejawat. 
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k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan 

keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional 

pendidikan dan pembelajaran. 

l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah 

agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. 

m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan 

kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. 

n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan 

merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya. 

o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar 

pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-

pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. 

q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak 

langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat. 

 

5. Hubungan Guru dengan Profesi 

a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. 

b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang 

studi yang diajarkan.Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya. 

c. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-

tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. 

d. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, 

dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 

e. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan 

merendahkan martabat profesionalnya. 

f. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi 

keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya. 

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan 

tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan 

pembelajaran. 
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6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi 

a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam 

melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. 

b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan 

manfaat bagi kepentingan kependidikan. 

c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan 

komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. 

d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-

tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. 

e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, 

inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat 

merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. 

 

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh 

keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. 

h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah 

a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang 

pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan 

perundang-undangan lainnya. 

b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. 

c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan 

kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau 

satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. 

e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada 

kerugian negara. 
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F. Pelanggaran dan Sanksi 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan 

perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat 

yang dilindungi undang-undang. Kode Etik Guru, karenanya, berfungsi sebagai seperangkat 

prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru 

dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, 

organisasi atau asosiasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, 

sosial, etika, dan kemanusiaan. Untuk tujuan itu, Kode Eik Guru dikembangkan atas dasar 

nilai-nilai dasar sebagai sumber utamanya, yaitu: (1) agama dan Pancasila; (2) kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (3) nilai jatidiri, harkat, dan martabat 

manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan 

spiritual. 

Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa 

untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas 

keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud 

berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian. 

Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakana KEGI 

dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang 

melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada 

organisasi profesi atau menurut aturan negara. 

Tentu saja, guru tidak secara serta-merta dapai disanksi karena tudingan melanggar 

Kode Etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian 

rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan 

wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Pemberian sanksi oleh DKGI 

sebagaimana harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran 

dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. 

Rekomendasi DKGI wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Tentu saja, istilah 

wajib ini normatif sifatnya. Sanksi dimaksud merupakan upaya pembinaan kepada guru yang 

melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Selain itu, 

siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran KEGI wajib melapor kepada DKGI, 

organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Tentu saja, setiap pelanggar dapat 

melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau 

penasehat hukum menurut jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan DKGI. 
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Latihan dan Renungan 

1. Apa esensi etika profesi guru? 

2. Sebutkan karakteristik utama profesi guru! 

3. Mengapa guru harus memiliki komitmen terhadap Kode Etik? 

4. Mengapa UU No. 14 Tahun 2005 mewajibkan guru menjadi anggota organisasi profesi? 

5. Apa implikasi kewajiban menjadi anggota organisasi profesi bagi guru? 

6. Apa peran DKGI dalam kerangka penegakan Kode Etik Guru? 

 

 

 



86 
 

BAB VI 

LITERASI 

 

Topik ini berkaitan dengan Literasi. Materi sajian terutama berkaitan dengan 

pengertian literasi, tingkat literasi, prinsip literasi, komponen literasi, dan 

literasi dalam konteks gerakan literasi di sekolah.  Peserta PLPG diminta 

mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi 

kelompok, menelaah kasus, mengisi lembar kerja, membaca regulasi yang 

terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi. 

 

A. Pengertian Literasi 

Literasi (literacy) berasal dari bahasa Latin littera (huruf) yang pengertiannya 

melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. 

Kern (2000) mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut: 

Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturally-situated practices of 

creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of 

the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the 

ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, 

literacy is dynamic – not static – and variable across and within discourse communities 

and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written 

and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge.  

 

Menurut Kern literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, 

serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. literasi yang 

berarti melek huruf/gerakan pemberantasan buta huruf (Echols&Shadily, 1990). Literasi 

memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan 

antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaanya serta idealnya kemampuan 

untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/ 

tujuan, literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di antara dan di dalam 

komunitas dan kultur diskursus/ wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan 

kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan 

kultural). 
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Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah (GLS) adalah 

kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara. 

GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah 

sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan 

publik. 

 

B. Tingkatan Literasi 

Wells (1987) menyebutkan bahwa terdapat empat tingkatan literasi. Literasi tidaklah 

seragam karena literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang menanjak. Tingkatan literasi 

dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu: (1) performative, (2) functional,(3) informational, 

dan (4) epistemic.  

Seseorang yang sudah menguasai satu tahapan literasi maka ia memiliki pijakan untuk 

naik ke tingkatan literasi berikutnya., yaitu: performative, functional, informational, dan 

epistemic. Orang yang tingkat literasinya berada pada tingkat performatif, ia mampu 

membaca dan menulis, serta berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan (bahasa). Pada 

tingkat functional orang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari seperti membaca buku manual. Pada tingkat informational orang diharapkan dapat 

mengakses pengetahuan dengan bahasa. Sementara pada tingkat epistemic orang dapat 

mentransformasikan pengetahuan dalam bahasa. 

 

C. Prinsip Pendidikan Literasi 

Terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi yang diambil dari definisi Kern (2000) di atas, 

yaitu: 

1. Literasi melibatkan interpretasi 

Penulis/pembicara dan pembaca/ pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi, 

yakni: penulis/ pembicara menginterpretasikan dunia (peristiwa, pengalaman, gagasan, 

perasaan, dan lain-lain), dan pembaca/pendengar kemudian mengiterpretasikan 

interpretasi penulis/pembicara dalam bentuk konsepsinya sendiri tentang dunia. 

2. Literasi melibatkan kolaborasi 

Terdapat kerjasama antara dua pihak yakni penulis/pembicara dan pembaca/pendengar. 

Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu pemahaman bersama. 

Penulis/pembicara memutuskan apa yang harus ditulis/dikatakan atau yang tidak perlu 
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ditulis/dikatakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembaca/pendengarnya. 

Sementara pembaca/pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan pengalaman 

mereka agar dapat membuat teks penulis bermakna. 

3. Literasi melibatkan konvensi 

Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh 

konvensi/kesepakatan kultural (tidak universal) yang berkembang melalui penggunaan  

dan  dimodifikasi  untuk  tujuan-tujuan  individual.  Konvensi  disini mencakup aturan-

aturan bahasa baik lisan maupun tertulis. 

4. Literasi melibatkan pengetahuan kultural. 

Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam sistem-sistem 

sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai tertentu. Sehingga orang-orang yang 

berada di luar suatu sistem budaya itu rentan/beresiko salah/keliru dipahami oleh orang-

orang yang berada dalam sistem budaya tersebut. 

5. Literasi melibatkan pemecahan masalah. 

Karena kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang 

melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu 

melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara kata-kata, frase-frase, 

kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks, dan dunia-dunia. Upaya 

membayangkan/memikirkan/mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk 

pemecahan masalah. 

6. Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri. 

Pembaca/pendengar dan penulis/pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-

hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Setelah mereka berada dalam 

situasi komunikasi mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan, bagaimana 

mengatakannya, dan mengapa mengatakan hal tersebut. 

 

7. Literasi melibatkan penggunaan bahasa. 

Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/tertulis) melaikan 

mensyaratkan pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam konteks 

lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana/diskursus. 
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D. Ciri Pembelajaran Literasi 

Menurut Kern (2000) pembelajaran literasi dicirikan dengan tiga R, yakni Responding, 

Revising, dan Reflecting. Responding melibatkan kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. 

Para siswa memberi respon pada tugas-tugas yang diberikan guru atau pada teks-teks yang 

mereka baca. Demikian pula guru memberi respon pada jawaban-jawaban siswa agar mereka 

dapat mencapai tingkat ’kebenaran’ yang diharapkan. Pemberian respon atas hasil pekerjaan 

siswa juga cukup penting agar mereka tahu apakah mereka sudah mencapai hal yang 

diharapkan atau belum. Revision yang dimaksud disini mencakup berbagai aktivitas 

berbahasa. Misalnya, dalam menyusun sebuah laporan kegiatan, revisi dapat dilaksanakan 

pada tataran perumusan gagasan, proses penyusunan, dan laporan yang tersusun. Reflecting 

berkenaan dengan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan, apa yang dilihat, dan apa yang 

dirasakan ketika pembelajaran dilaksanakan. Secara spesifik lagi, refleksi dapat dibagi ke 

dalam dua, yaitu: dari sudut pandang bahasa reseptif (mendengarkan dan membaca) dan sudut 

pandang bahasa ekspresif (berbicara dan menulis). 

Berdasarkan sudut pandang bahasa reseptif beberapa pertanyaan dapat diajukan, yaitu:  

1. Apa tujuan/maksud pembicara/penulis ini?  

2. Apakah hal-hal tertentu yang menyiratkan keyakinan dan sikap pembicara/penulis 

mengenai topik pembicaraan? Dan sebagainya. 

Berdasarkan sudut pandang bahasa ekspresif, pertanyaan-pertanyaan berikut ini cukup 

bermanfaat, yaitu:  

1. Bagaimana orang lain menginterpretasikan apa yang saya katakan?  

2. Dari mana saya tahu pendengar/pembaca memahami atau meyakini apa yang saya 

kemukakan? Dan sebagainya. 

 

E. Komponen Literasi 

Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan bahwa komponen literasi 

informasi yang terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi 

teknologi, dan literasi visual. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Literasi Dasar (Basic Literacy) 

Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, 

membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis 

untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), 
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mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasarkan 

pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.    

2. Literasi Perpustakaan (Library Literacy) 

Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan pemahaman cara 

membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan 

periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang 

memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan 

pengindeksan,   hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika 

sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. 

3. Literasi Media (Media Literacy) 

Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk 

media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media 

televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.    

 

F. Literasi Teknologi (Technology Literacy) 

Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan 

yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta 

etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami 

teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, 

juga pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup 

menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta 

mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena 

perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola 

informasi yang dibutuhkan masyarakat.    

 

G. Literasi Visual (Visual Literacy) 

Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi 

media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar 

dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir 

terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun 

digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. 
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Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring 

berdasarkan etika dan kepatutan.    

 

H. Literasi Dalam Konteks Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh 

untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang warganya literat sepanjang 

hayat melalui pelibatan publik. 

GLS dilaksanakan mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah 

(SMA/SMK). Target capaian dari gerakan literasi sekolah ini adalah: (1) menyenangkan dan 

ramah anak, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar, (2) semua warganya 

menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama, (3) menumbuhkan semangat ingin tahu 

dan cinta pengetahuan, (4) memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat 

berkontribusi kepada lingkungan sosialnya, (5) mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan 

lingkungan eksternal sekolah. 

Pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan komponen literasi dipaparkan 

pada Tabel 1. berikut. 

 

Tabel 1. Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelaksanaan GLS 

 
Literasi yang komprehensif dan saling terkait ini memampukan seseorang untuk 

berkontribusi kepada masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan perannya sebagai warga 

negara global (global citizen). Dalam pendidikan formal, peran aktif para pemangku 

kepentingan, yaitu kepala sekolah, guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan 

pustakawan sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan komponen literasi peserta 

didik. Agar lingkungan literasi tercipta, diperlukan perubahan paradigma semua pemangku 

kepentingan. Selain itu, diperlukan juga pendekatan cara belajar-mengajar yang 
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mengembangkan komponen-komponen literasi ini. Kesempatan peserta didik terpajan dengan 

kelima komponen literasi akan menentukan kesiapan peserta didik berinteraksi dengan literasi 

visual. 

Dalam konteks sekolah, subjek dalam kegiatan literasi adalah peserta didik, pendidik, 

tenaga kependidikan (pustakawan, pengawas), dan kepala sekolah. Semua komponen warga 

sekolah ini berkolaborasi dalam Tim Literasi Sekolah (TLS) di bawah koordinasi kepala 

sekolah dan dikuatkan dengan SK kepala sekolah. TLS bertugas untuk membuat perencanaan, 

pelaksanaan, dan asesmen program. TLS dapat memastikan terciptanya suasana akademik 

yang kondusif, yang mampu membuat seluruh anggota komunitas sekolah antusias untuk 

belajar. 

Tabel 2. Fokus Kegiatan dalam Tahapan Literasi Sekolah 

NO. TAHAPAN KEGIATAN 

1. Pembiasaan 

(belum ada 

tagihan) 

Lima belas menit menit membaca setiap hari sebelum  jam pelajaran 

melalui kegiatan mem-bacakan buku dengan nyaring (read aloud) atau 

seluruh warga sekolah membaca dalam hati (sustained silent reading). 

Membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya  literasi, antara lain: (1) 

menyediakan perpus-takaan sekolah, sudut baca, dan area baca yang 

nyaman; (2) pengembangan sarana lain (UKS, kantin, kebun sekolah); dan 

(3) penyediaan koleksi teks cetak, visual, dan/atau digital yang mudah 

diakses oleh seluruh warga sekolah; (4) pembuatan bahan kaya teks (print-

rich materials) 

2. Pengembangan 

(ada tagihan 

sederhana untuk 

penilaian 

nonakademik) 

Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui 

kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, 

membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain 

dengan tagihan non-akademik, contoh: membuat peta cerita (story map), 

menggunanakan graphic organizers, bincang buku. 

Mengembangkan lingkungan fisik, sosial, afektif  sekolah yang kaya 

literasi dan menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai keterbukaan 

dan kegemaran terhadap pengetahuan dengan berbagai kegiatan, antara 

lain: (a) memberikan penghargaan kepada pencapaian perilaku positif, 

kepedulian sosial, dan semangat belajar peserta didik; penghargaan ini 

dapat dilakukan pada setiap upacara bendera Hari Senin dan/atau 

peringatan lain; (b) membentuk TLS yang terdiri atas guru bahasa, guru 

mapel lainnya dan tenaga kependidikan; (3) kegiatan-kegiatan akademik 

lain yang mendukung terciptanya budaya literasi di sekolah (belajar di 

kebun sekolah, belajar di lingkungan luar sekolah, wisata perpustakaan 

kota/daerah dan taman bacaan masyarakat, dll.). 

Pengembangan kemampuan literasi melalui kegiatan di perpustakaan 

sekolah/ perpustakaan kota/ daerah atau taman bacaan masyarakat atau 

sudut baca kelas dengan berbagai kegiatan, antara lain: (a) membacakan 

buku dengan nyaring, membaca dalam hati membaca bersama (shared 

reading),  membaca terpandu (guided reading), menonton film pendek, 

dan/atau membaca teks visual/digital (materi dari internet); (b) peserta 

didik merespon teks (cetak/visual/digital), fiksi dan nonfiksi, melalui 

beberapa kegiatan, antara lain: menggambar; menceritakan ulang isi teks 

dengan bahasa yang sederhana dan kreatif, sesuai kemampuannya; 
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bermain peran/drama; berkarya membuat sesuatu (craft); menulis ulasan 

dalam bentuk narasi, fiksi, puisi, surat kepada tokoh dalam bacaan, teks 

deskriptif, teks analitis, atau teks argumentatif, sesuai kemampuannya; 

melakukan penelitian secara individual dan kelompok, yang dalam 

kegiatan- nya, peserta didik dapat mengeksplorasi teks lain yang relevan 

dan melakukan pendalaman melalui wawancara, diskusi, membuat angket 

sederhana, dan lain-lain. 

3. Pembelajaran 

(ada tagihan 

akademik) 

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam  pelajaran 

melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam 

hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegi- 

atan lain dengan tagihan nonakademik atau akademik.  

2. Kegiatan literasi dalam pembelajaran dengan tagihan akademik.  

3. Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam semua 

mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan graphic organizers)  

4. Menggunakan lingkungan fisik, sosial  afektif, dan akademik disertai 

beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi di 

luar buku teks pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam mata 

pelajaran. 

 

 
Gambar 1. Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 

 

Tiga langkah yang dapat dilakukan dalam mensukseskan GLS yaitu: Mengkondisikan 

lingkungan fisik ramah literasi, Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model 

komunikasi dan interaksi yang literat, dan Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan 

akademik yang literat 

1. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik adalah hal pertama 

yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat 

ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan 

budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik dipajang di seluruh area sekolah, 

termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik 
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diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain 

itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua 

kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta 

didik akan memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap pengembangan 

budaya literasi. 

2. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan 

interaksi yang literat. Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model 

komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan 

pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat 

dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik 

di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap dan 

upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan 

untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai 

semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bias direalisasikan dalam 

bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan 

sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, 

antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. 

Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran 

orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah 

dalam pengembangan budaya literasi. 

3. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Lingkungan fisik, 

sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat dilihat dari 

perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan 

alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan 

menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku dengan nyaring 

selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan 

staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga 

kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan 

keterlaksanaannya. 

 

Gerakan literasi dari tingkat SD sampai dengan tingat sekolah menengah dibutuhka 

guru yang literat. Guru yang literat adalah guru-guru yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 
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1. Gemar membaca; 

2. Menjadi teladan membaca; 

3. Menciptakan lingkungan yang kaya literasi; 

4. Menjadikan kegiatan membaca menyenangkan; 

5. Memperlakukan seluruh peserta didik dengan baik; 

6. Menyesuaikan kegiatan membaca dengan gaya belajar peserta didik yang unik; dan 

7. Meningkatkan profesionalisme. 

 

Latihan dan Renungan 

1. Apa yang dimaksud dengan literasi dalam pembelajaran? 

2. Komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam literasi? 

3. Apa pentingnya gerakan literasi sekolah? 

4. Guru yang seperti apa yang dibutuhkan untuk gerakan,literasi dalam pembelajaran? 

5. Jelaskan bagaimana pelaksanaan gerakan literasi sekolah!  

 

 

 

 

 

 

 

../Materi%20PKG/MATERI%20PKG%20KEMENAG%20(HOTEL%20PURNAMA)/PKG%20BK1.pptx
../Materi%20PKG/MATERI%20PKG%20KEMENAG%20(HOTEL%20PURNAMA)/PKG%20BK1.pptx
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BAB VII 

WAWASAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

 Topik ini berkaitan dengan Wawasan Penelitian Tindakan Kelas. Materi 

sajian terutama berkaitan dengan pengertian, tujuan dan manfaat PTK, 

karakteristik PTK, prinsip PTK, penetapan focus masalah PTK, perencanaan 

dan pelaksanaan tindakan, pengamatan dan pengumpulan data, analis dan 

refleksi  Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara 

individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, mengisi lembar 

kerja, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan 

refleksi. 

 

1. Pendahuluan 

Seorang guru dikatakan profesional atau belum salah satu indikatornya adalah 

kemampuan guru memahami situasi dalam proses pembelajaran. Guru dikatakan profesional 

jika dapat mengamati dan memahami serta menyimpulkan ada tidaknya masalah  dalam  

kegiatan  pembelajaran,  mampu  mengamati  gejala dalam pembelajaran apakah proses 

belajar mengajar berlangsung secara wajar atau tidak, sesuai dengan perencanaan atau tidak. 

membangun minat belajar siswa atau tidak, melatih siswa untuk terbiasa memecahkan 

permasalahan atau tidak, mengembangkan rasa ingin tahu atau tidak, memupuk rasa 

persahabatan dan kerjasama atau tidak, menanamkan kebiasaan jujur, rasa tanggungjawab dan 

disiplin atau tidak. Guru professional adalah guru yangpeka terhadap adanya permasalahan  

dalam proses belajar mengajar. Peka  terhadap  permasalahan  akan  menjadi  bekal  bagi  

seorang  guru  professional  untuk  melakukan  langkah-langkah  diagnosa  dan  menganalisis  

berbagai  penyebab  terjadinya  masalah   tersebut.  Setelah  diketahui  masalah  dan 

penyebabnya, seorang guru professional akan mampu menentukan alternative pemecahan 

masalah tersebut.Dengan kemampuan mengenali permasalahan dan penanggulangannyaakan 

menolong peserta didik memperoleh pembelajaran secara optimal dan berhasil mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Seorang guru profesional selalu memperhatikan Susana di dalam kelasnya secara 

seksama, melihat kesulitan yang dihadapi peserta didiknya dan berusaha memperbaiki 

pembelajaran yang dapat dilakukan melalui perlakuan dan penelitian. Dengan demikian jenis 

penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sangat tepat karena guru secara langsung 
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mengethui permasalahan yang dihadapi siswanya di dalam kelas sehingga tindakan yang 

dilakukan juga dapat disesuaikan untuk mengatasi masalah tersebut melalui penelitian. Peran 

guru dalam perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan  dengan cara menerapkan teori-teori 

belajar menjadi kegiatan praktis yang benar-benar dapat menolong peserta didik dalam belajar 

dan pembelajaran di sekolah serta data hasil penelitian dapat direfleksikan menjadi bahan 

yang kuat dan berdaya guna untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam 

pembelajaran. 

Ketrampilan meneliti menjadi ciri utama seorang guru professional terutama dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Jika sampai saat ini guru belum memiliki ketrmpilan dalam 

menelitikhusunya PTK maka belum layak disebut sebagaiguru professional. Seorang guru 

yang telah memiliki ketrampilan meneliti yang memadai apabila dapat dibuktikan dari jumlah 

dan jenis penelitian PTK yang telah dilakukan di dalam kelas dan terdokumentasi secara 

formal, bahkan akan lebih baik jika dipublikasikan agar diketahui banayak orang di dapat 

diadopsi oleh teman sejawat yang membutuhkan perbaikan proses pembelajaran di kelas. 

Ada beberapa alasan mengapa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 

kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesional seorang guru: 

a. PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka dan tanggap terhadap 

dinamika pembelajaran  di  kelas.   

b. PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi 

sebagai seorang praktis, yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama 

bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneniliti 

di bidangnya. 

c. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam PTK, guru mampu memperbaiki proses 

pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. 

Tindakan yang dilakukan guru didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang 

berkembang di kelasnya. 

d. Pelaksanaan PTK  tidak menggangu  tugas pokok seorang guru karena dia  tidak perlu 

meninggalkan  kelasnya.  PTK  merupakan  suatu  kegiatan  penelitian  yang  

terintegrasi  dengan pelaksanaan proses pembelajaran. 

e. Dengan melaksanakan PTK guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk 

melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan 

teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya. 
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f. Penerapan PTK dalam pendidikan dan pembelajaran memiliki  tujuan untuk 

memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara 

berkesinambungan. 

Agar PTK tetap berorientasi pada tujuan perbaikan pembelajaran di kelas itu  sendiri, 

maka sebelum seorang guru atau para guru memulai merancang dan melaksanakan PTK, 

perlu memperhatikan hal-hal berikut:  

a. PTK  adalah  alat  untuk memperbaiki  atau menyempurnakan kualitas  pelaksanaan  

pembelajaran, oleh karena itu hendaknya sedapat mungkin memilih metode atau 

model pembelajaran yang sesuai yang secara praktis tidak mengganggu atau 

menghambat komitmen tugasnya sehari-hari.  

b. Teknik pengumpulan data jangan sampai banyak menyita waktu, sehingga tugas 

utama guru tidak terbengkalai. 

c. Metodologi penelitian hendaknya memberi kesempatan kepada guru untuk 

merumuskan hipotesis yang kuat, dan menentukan strategi yang cocok dengan suasana 

dan keadaan kelas tempatnya mengajar. 

d. Masalah yang diangkat hendaknya merupakan masalah yang dirasakan dan diangkat 

dari pembelajarandi kelas sendiri  serta  benar-benar  merupakan  masalah  yang  dapat  

dipecahkan melalui PTK oleh guru itu sendiri. 

e. Sebaiknya PTK dikembangkan meliputi ruang lingkup sekolah. Seluruh staf sekolah 

diharapkan berpartisipasi dan berkontribusi, sehingga pada gilirannya guru-guru lain 

ikut merasakan pentingnya penelitian tersebut. Jika kepedulian seluruh staf 

berkembang, maka seluruh staf itu dapat bekerja sama untuk menentukan masalah-

masalah sekolah yang layak dan harus diteliti melalui PTK. 

 

2. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK)   

Penelitian tindakan telah mulai berkembang sejak perang dunia kedua. Oleh sebab 

itu, terdapat banyak pengertian tentang PTK. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR) pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial 

Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang 

selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin McTaggart, 

John Elliot, Dave Ebbu' , dan sebagainya (Sukarsono dkk, 2014).PTK di Indonesia baru 

dikenal pada akhir dekade 80-an. Oleh karenanya, sampai dewasa ini keberadaannya sebagai 

salah satu jenis penelitian masih sering menjadikan pro dan kontra, terutama jika dikaitkan 
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dengan bobot keilmiahannya.Jenis  penelitian  ini  dapat  dilakukan didalam bidang 

pengembangan organisasi, manejemen,  kesehatan  atau  kedokteran,  pendidikan,  dan  

sebagainya.  Di  dalam  bidang  pendidikan penelitian ini dapat dilakukan pada skala makro 

ataupun mikro. Dalam skala mikro misalnya dilakukan di dalam kelas pada waktu 

berlangsungnya  suatu  kegiatan  belajar-mengajar untuksuatu pokok bahasan tertentu pada 

suatu mata kuliah. Untuk lebih detailnya berikut ini akan dikemukan mengenai hakikat PTK. 

Menurut John Elliot bahwa yang dimaksud dengan PTK ialah kajian tentang situasi sosial  

dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya (Sukarsono dkk, 2014). 

Menurut Carr dan Kemmis seperti yang dikutip oleh Siswojo Hardjodipuro, dikatakan bahwa 

yang dimaksud dengan istilah PTK adalah suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para 

partisipan (guru, siswa atau kepala sekolah) dalam situasi-situasi sosial (termasuk pendidikan) 

untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran (a) praktik-praktik sosial atau pendidikan yang 

dilakukan dilakukan sendiri, (b) pengertian mengenai praktik-praktik ini, dan (c) situasi-

situasi (dan lembaga-lembaga) tempat praktik-praktik tersebut dilaksanakan (Sukarsono dkk, 

2014). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jelaslah bahwa dilakukannya PTK adalah 

dalam rangka  guru  bersedia  untuk  mengintropeksi,  bercermin, merefl eksi  atau 

mengevalusi  dirinya sendiri sehingga kemampuannya sebagai seorang guru/pengajar 

diharapkan cukup professional untuk selanjutnya, diharapkan dari peningkatan kemampuan 

diri tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas anak didiknya, baik dalam 

aspek penalaran; keterampilan, pengetahuan hubungan sosial maupun aspek-aspek lain yang 

bermanfaat bagi anak didik untuk menjadi dewasa. 

Dengan dilaksanakannya PTK, berarti guru juga berkedudukan sebagai peneliti, yang 

senantiasa bersedia meningkatkan kualitas kemampuan mengajarnya. Upaya peningkatan 

kualitas tersebut diharapkan dilakukan secara sistematis, realities, dan rasional, yang disertai 

dengan meneliti semua “ aksinya di depan kelas sehingga gurulah yang tahu persis 

kekurangankekurangan dan kelebihannya. Apabila di dalam pelaksanaan “aksi” nya masih 

terdapat kekurangan, dia akan bersedia mengadakan perubahan sehingga di dalam kelas yang 

menjadi tanggungjawabnya tidak terjadi permasahan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PTK 

ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan 

yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan 

sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-
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mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Sementara itu, 

dilaksanakannya PTK di antaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pangajaran 

yang diselenggarakan oleh guru/pengajar-peneliti  itu  sendiri,  yang  dampaknya  diharapkan  

tidak  ada  lagi  permasalahan yang mengganjal di kelas. Untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  

tersebut, PTK dilaksanakan dalam proses berdaur (cyclical) yang terdiri dari empat tahapan, 

planing, action, observation/evaluation, dan refl ection. 

 

3. Tujuan PTK 

Berasarkan uraian di atas dan pendapat para ahli tujuan pelaksanaan PTK  adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk memperbaiki kinerja pembelajaran guru itu sendiri melalui refleksi diri, 

melakukan perubahan untuk peningkatan proses dan hasil belajar siswanya secara 

praktis dan langsung  

b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru dalam memecahkan masalah 

aktual pembelajaran melalui kajian bidang keilmuan dan metode PTK 

c. Memberdayakan guru menjadi guru peneliti yang kreatif dan inovatif  

d. Meningkatkan kualitas masukan, proses, isi, dan hasil pembelajaran di sekolah  

e. Meningkatkan kerja sama antara sekolah, LPTK, Kemendikbud Pusat dan Daerah, 

stakeholder, khususnya kerjasama antara guru-dosen-mahasiswa/calon guru-dan 

praktisi pendidikan. 

f. Sarana bagi guru menemukan pengetahuan baru melalui penelitian sesuai konteks 

pembelajarannya yang memungkinkan untuk berbagi dengan teman lain (temuan PTK 

tidak dapat digeneralisasikan, namun dapat ditransfer untuk masalah/kondisi 

sejenis/bersifat lokal)  

g. Wahana bagi guru untuk meningkatkan kinerja professionalnya dan untuk kenaikan 

pangkat yang lebih tinggi (Tujuan Antara).  

h. Menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan Guru. 

 

4. Manfaat PTK 

Penelitian tindakan kelas mempunyai manfaat yang cukup besar, baik bagi guru, 

pembelajaran, maupun bagi sekolah.  Manfaat PTK bagi guru antara lain sebagai:  

a. Penelitian Tindakan Kelas dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki pembelajaran 

yang dikelolanya 
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b. Guru dapat berkembang secara profesional, karena dapat menunjukkan bahwa ia 

mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya melalui PTK. 

c. Penelitian Tindakan Kelas meningkatkan rasa percaya diri guru 

d. Penelitian Tindakan Kelas memungkinkan guru secara aktif mengembangkan dan 

ketrampilan 

Manfaat PTK bagi peserta didik adalah untuk meningkatkan proses dan hasil belajar 

siswa, di samping guru yang melaksanakan PTK dapat menjadi model bagi para siswa dalam 

bersikap kritis terhadap hasil belajarnya. Manfaat  PTK bagi sekolah adalah membantu 

sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan/kemajuan pada diri guru dan proses 

pendidikan di sekolah tersebut.  

Keterbatasan PTK terutama terletak pada validitasnya yang tidak mungkin 

digeneralisasikan karena sasarannya terbatas pada kelas dari guru yang berperan sebagai 

pengajar dan peneliti. PTK memerlukan berbagai kondisi agar dapat berlangsung dengan baik 

dan melembaga. Kondisi tersebut antara lain, dukungan semua personalia sekolah, iklim yang 

terbuka yang memberikan kebebasan kepada para guru untuk berinovasi, berdiskusi, 

berkolaborasi, dan saling mempercayai di antara personalia sekolah, dan juga saling persaya 

antara guru dengan siswa. Birokrasi yang terlampau ketat merupakan hambatan bagi PTK. 

 

5. Karakteristik PTK 

Karakteristik PTK yang sekaligus dapat membedakannya dengan penelitian formal 

adalah  sebagai berikut: 

a. PTK merupakan penelitian di kelas yang dirancang untuk menanggulangi masalah 

nyata yang dialami guru berkaitan dengan siswa di kelas. Rancangan  penelitian  

diterapkan  sepenuhnya  di  kelas.Pengumpulan  data, analisis, penafsiran, pemaknaan, 

perolehan temuan, dan penerapan temuan hanya berlaku untuk kelas penelitian 

tersebut. 

b. Metode PTK diterapkan secara kontekstual, variabel-variabel yang ditelaah berkaitan 

dengan keadaan kelas itu sendiri. Dengan demikian, temuan hanya berlaku untuk kelas 

itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. Temuan PTK 

hendaknya  selalu  diterapkan  segera  dan  ditelaah  kembali  efektivitasnya  dalam  

kaitannya dengan keadaan dan suasana kelas itu. 

c. PTK terarah pada perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. PTK akan lebih 

berhasil jika ada kerja sama antara guru-guru di sekolah, sehingga terjadisharing 
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permasalahan, setelah penelitian dilakukan, dilakukan pembahasan perencanaan 

tindakan yang dilakukan. Dengan demikain, PTK itu bersifat kolaborasi dan 

kooperatif. 

d. PTK bersifat luwes dan mudah diadaptasi, sehingga tepat digunakan dalam rangka 

pembaharuan pembelajaran di kelas. Hal ini juga memungkinkan diterapkannya suatu 

hasil studi dengan segera dan penelaahan kembali secara berkesinambungan. 

e. PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atas refleksi diri peneliti. 

Ketika penelitian berlangsung, guru lainnya mengumpulkan informasi, menata 

informasi, membahasnya, mencatatnya, menilainya, dan sekaligus melakukan 

tindakan-tindakan secara bertahap. Setiap tahap merupakan tindakan lanjut tahap 

sebelumnya. 

f. PTK tidak  secara  ketat memperdulikan  pengendalian  variabel  yang  mungkin  

mempengaruhi  hasil  penelaahan. Oleh  karena  kaidah-kaidah  dasar  penelitian  

ilmiah  dapat  dipertahankan  terutama  dalam pengambilan data, perolehan informasi, 

upaya untuk membangun pola tindakan, rekomendasi dan lain-lain, maka PTK tetap 

merupakan proses ilmiah. 

g. PTK bersifat situasional dan spesisifik, yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk 

studi kasus. Subyek penelitian sifatnya terbatas, tidak representatif untuk merumuskan 

atau generalisasi. Penggunaan metoda statistik terbatas pada pendekatan deskriptif 

tanpa inferensi. 

Menurut  Richart Winter (Sukarsono dkk, 2014)  ada  enam  karekteristik  PTK,  

yaitu  (1)  kritik  reflektif,  (2)  kritik di alektis,  (3)  kolaboratif,  (4)  resiko,  (5)  susunan  

jamak,  dan  (6)  internalisasi  teori  dan  praktek.  

 

6. Prinsip PTK 

Prinsip-prinsip yang mendasar pada pelaksanaan PTK adalah sebagai berikut.  

a. Penelitian Tindakan Kelas merupakan kegiatan nyata yang dilaksanakan di dalam situasi 

rutin. Oleh karena itu peneliti PTK (guru) tidak perlu mengubah situasi rutin/alami yang 

terjadi. Jika PTK dilakukan di dalam situasi rutin hasil yang diperoleh dapat digunakan 

secara langsung oleh guru tersebut.  

b. Penelitian Tindakan Kelas dilakukan sebagai kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja 

peneliti (guru) yang bersangkutan. Guru melakukan PTK karena menyadari adanya 

kekurangan di dalam kinerja dan karena itu ingin melakukan perbaikan.  
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c. Pelaksanaan PTK tidak boleh mengganggu komitmennya sebagai pengajar. Oleh karena 

itu, guru hendaknya memperhatikan tiga hal. (1) guru perlu menyadari bahwa tindakan 

pembelajaran baru, kemungkinan hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. (2), 

siklus tindakan dilakukan selaras dengan keterlaksanaan kurikulum secara keseluruhan, (3) 

penetapan siklus tindakan dalam PTK mengacu pada penguasaan kompetensi yang 

ditargetkan pada tahap perencanaan. Jadi pedoman siklus PTK bukan ditentukan oleh 

ketercukupan data yang diperoleh peneliti, melainkan mengacu kepada seberapa jauh 

tindakan yang dilakukan itu sudah dapat memperbaiki kinerja. 

d. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari 

guru sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas 

sejauh mungkin menggunakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri 

oleh guru dan ia tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh. Oleh 

karena itu, perlu dikembangkan teknik-teknik perekaman yang cukup sederhana, namun 

dapat menghasilkan informasi yang cukup berarti dan dapat dipercaya. 

e. Metode yang digunakan harus cukup reliabel, sehingga memungkinkan guru 

mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara cukup meyakinkan, mengembangkan 

strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya, serta memperoleh data yang dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis yang dikemukakannya. Oleh karena itu, meskipun pada 

dasarnya memperbolehkan kelonggaran, namun penerapan asas- asas dasar tetap harus 

dipertahankan 

f. Masalah penelitian yang dipilih guru seharusnya merupakan masalah yang cukup 

merisaukannya. Pendorong utama pelaksanaan PTK adalah komitmen profesional untuk 

memberikan layanan yang terbaik kepada siswa.  

g. Guru dalam menyelenggarakan PTK, harus selalu bersikap konsisten, memiliki kepedulian 

tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini penting 

ditekankan karena selain melibatkan anak-anak manusia, PTK juga hadir dalam suatu 

konteks organisasional, sehingga penyelenggaraannya harus mengindahkan tata-krama 

kehidupan berorganisasi. 

h. Kelas meskipun merupakan cakupan tanggungjawab seorang guru, namun pelaksanaan 

PTK sejauh mungkin harus digunakan classroom- exceeding perspective. Ini berarti 

permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks kelas dan/atau mata pelajaran tertentu, 

melainkan dalam perspektif misi sekolah secara keseluruhan. 
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i. Dalam konteks pendidikan khusus PTK harus mempertimbangkan variabilitas anak 

berkebutuhan khusus, mencakup: karakteristik, kemampuan, dan kapasitas individu siswa. 

 

7. Penetapan Fokus Masalah PTK 

Masalah pembelajaran yang dihadapi dan harus diatasi guru  di kelas cukup 

kompleks, melalui penelitian tindakan kelas guru  dan praktisi/profesional pendidikan 

berpeluang untuk membuat perubahan yang berarti dalam upaya memperbaiki kualitas 

pembelajaran berdasarkan data belajar siswa. Di samping itu terdapat permasalahan penting 

yang dialami oleh komunitas disabilitas yang dapat diatasi dengan penelitian tindakan. Selain 

menangani hasil belajar di kelas, penelitian tindakan cocok untuk mengatasi isu-isu keadilan 

sosial yang dialami oleh individu/komunitas disabilitas yang lebih sistemik (misalnya: di 

sekolah inklusi masalah diskriminasi, pembagian kelompok, sarana prasarana dan sebagainya. 

Hal penting yang perlu ditambahkan sebagai bahan kajian PTK-PK adalah masalah-masalah 

disporposional. Dalam level kelas misalnya masalah pembagian kelompok (kelompok pintar, 

sedang, kurang). Di Indonesia masalah PTK yang diteliti guru dalam pendidikan khusus 

mengarah pada masalah pembelajaran sesuai jenis-jenis matapelajaran (IPA, Matematika, 

IPS, Bahasa, agama, Seni dan Budaya) berkaitan dengan penerapan metode baru, strategi, 

media. asesmen masih jarang diteliti, demikian juga masalah inklusi. Masalah peningkatan 

perilaku diteliti dengan metode single subject research (SSR).  

Menurut Dirjen PT (2003) dan Dikten Dikti (2006) terdapat enam kelompok bidang 

kajian PTK, meliputi: (1) masalah belajar (mis, Memperbaiki pemahaman konsep operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat siswa berkesulitan belajar) (2) desain dan 

strategi pembelajaran (mis: strategi peta cerita untuk meningkatkan membaca pemahaman 

siswa tunarungu), (3) alat bantu media dan sumber belajar (mis: Media ular tangga untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara Anak Lamban Blajar), (4) system penilaian/asesmen dan 

pengukuran (mis: dampak asesmen diri dalam meningkatkan kemampuan mengingat prosedur 

fakta perkalian), (5) pengembangan pribadi murid, guru, dan tenaga pendidik lainnya (mis: 

peningkatan kemandirian belajar anak tunanetra melalui computer Joss, (6) masalah 

kurikulum (penerapan kurikulum 13 di sekolah), (7) masalah prestasi belajar dalam ranah 

kognitif, afektif, psikomotorik, keimanan, dan ketaqwaan. Dapat pula prestasi belajar dalam 

aspek: metodologi, konseptualisasi, pemahaman konsep, aplikasi konsep, dan tatanilai.  

Berdasarkan paparan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya permasalahan 

pembelajaran di kelas pendidikan khusus sangat kompleks dan hampir tidak terbatas.Untuk 
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melaksanakan PTK, guru pendidikan khusus harus fokus pada permasalahan di kelasnya.Guru 

PK dituntut cerdas menetapkan fokus masalah yang dapat diawali dengan mengidentifikasi 

masalah, menganalisis masalah, menentukan solusi masalah, dan merumuskan masalah. 

 

a. Mengidentifikasi Masalah  

Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari 

oleh guru. Guru merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kelasnya, yang jika tidak segera 

diatasi akan berdampak bagi proses dan hasil belajar siswa. Masalah yang dirasakan guru 

pada tahap awal mungkin masih kabur, sehingga guru perlu merenungkan atau melakukan 

refleksi agar masalah tersebut menjadi semakin jelas. Setelah permasalahan-permasalahan 

diperoleh melalui proses identifikasi, selanjutnya guru melakukan analisis terhadap masalah-

masalah tersebut untuk menentukan urgensi penyelesaiannya, dalam hubungan ini, akan 

ditemukan permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi, atau yang dapat ditunda 

penyelesaiannya tanpa mendatangkan kerugian yang besar. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam memilih permasalahan PTK adalah sebagai berikut: (1) permasalahan harus betul-betul 

dirasakan penting oleh guru sendiri dan siswanya, (2) masalah harus sesuai dengan 

kemampuan dan/atau kekuatan guru untuk mengatasinya, (3) permasalahan memiliki skala 

yang cukup kecil dan terbatas, (4) permasalahan PTK yang dipilih terkait dengan prioritas-

prioritas yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah (Tim Pengembang Sumber 

Belajar PLB-FIP Unesa, 2017) 

 

b. Menganalisis Masalah, solusi dan merumuskan Masalah  

Setelah masalah teridentifikasi, guru perlu melakukan analisis sehingga dapat 

ditentukan solusi masalah sebagai dasar merumuskan masalah secara jelas. Analisis dapat 

dilakukan dengan refleksi. Refleksi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, 

mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, atau daftar nilai, atau 

bahkan mungkin bahan pelajaran yang telah disiapkan. Semua ini tergantung pada jenis 

masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya ditentukan solusi masalah dapat berupa pendekatan/ 

metode/strategi/teknik pembelajaran, media, bahan ajar, tugas-tugas belajar. Setelah solusi 

ditentukan selanjutnya dirumuskan masalah. Sebuah masalah pada umumnya dirumuskan 

dalam bentuk kalimat tanya, yang menggambarkan sesuatu yang ingin diselesaikan atau dicari 

jawabannya melalui penelitian tindakan kelas.  
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8. Perencanaan Tindakan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas didesain dalam tahapan proses pengkajian berdaur, yang 

terdiri atas 4 tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, dan (4) 

refleksi. Hasil refleksi terhadap tindakan yang dilakukan akan digunakan kembali untuk 

merevisi rencana, jika ternyata tindakan yang dilakukan belum berhasil memperbaiki praktek 

atau belum berhasil menyelesaikan masalah yang menjadi kerisauan guru. Bruce & Pine 

(2010) menjelaskan pentingnya panduan umum pelaksanaan PTK-PK yang dapat ditinjau 

dalam satuan siklus demi siklus, yaitu: (1) Mengidentifikasi topik penelitian, (2) merumuskan 

pertanyaan penelitian, (3) mengembangkan kerangka teoritis, (4) mengembangkan rencana 

penelitian, (5) mengumpulkan data, mengatur data, dan analisis data, (6) menarik kesimpulan 

dan menemukan makna, dan (7) sharing temuan/laporan (Falk-Ross & Cuevas 2008; McNiff 

& Whitehead, 2006 dalam (Tim Pengembang Sumber Belajar PLB-FIP Unesa, 2017) 

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan PTK Direktorat Pendidikan Menengah 

Umum merekomendasikan langkah-langkah umum PTK yang harus diikuti oleh tim PTK 

(misalnya: dosen, mahasiswa calon guru, guru peneliti, guru kelas, pengamat, supervisor atau 

pengawas, kepala sekolah atau kepala madrasah, widyaiswara, serta orang lain yang 

kompeten di dunia pendidikan) dalam hal ini diambil khusus untuk guru peneliti, sebagai 

berikut: 

a. Ide awal. Gagasan atau ide awal PTK sebenarnya bermula dari adanya permasalahan 

praktis dalam pembelajaran. Penyelesaian persoalan praktis ini diharapkan dapat 

mengubah, memperbaiki, dan mengembangkan perilaku pembelajaran.  

b. Pre-survei perlu dilakukan oleh peneliti Guru yang ingin meneliti yang selanjutnya 

disebut sebagai guru peneliti, sudah faham dan sudah familier dengan situasi dan 

kondisi kelas yang sebenarnya, sehingga guru peneliti sudah mengetahui masalah apa 

yang hendak diteliti.  

c. Diagnosis. Diagnosis wajib dilakukan oleh peneliti yang berasal dari luar sekolah. 

Diagnose atau dugaan-dugann sementara atau yang dikenal sebagai hipotesis tindakan 

wajib dikemukakan, karena dengan diperolehnya diagnosis, peneliti dalam PTK akan 

dapat menentukan berbagai hal, misalnya: strategi pembelajaran manakah yang tepat 

dilakukan dalam pembelajaran, media apa saja yang tepat digunakan untuk mendukung 

terlaksananya pembelajaran.  

d. Perencanaan. Dalam perencanaan ada perencanaan umum dan perencanaan khusus. 

Perencanaan umum dimaksudkan untuk menyusun rencana yang meliputi keseluruhan 
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aspek yang terkait dengan PTK. Sedangkan perencanaan khusus berkaitan dengan 

rencana siklus per siklus. Perlu diingat, bahwa tindakan dan efek tindakan dalam PTK 

diharapkan berjalan alami, tanpa rekayasa; sehingga PTK tidak terjebak dalam 

Penelitian Eksperimen. Hal-hal yang direncanakan meliputi: pendekatan pembelajaran, 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, materi pembelajaran, 

media dan sumber belajar dalam pembelajaran, sistem dan model evaluasi 

pembelajaran, program perbaikan dan pengayaan, instrumen apa saja yang digunakan 

dan penetapan kriteri  keberhasilan  harus ditentukan sebelum PTK dilaksanakan, serta 

tindakan apa saja yang perlu segera dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran juga harus ditetapkan sebelum PTK dilaksanakan. Jadi perencanaan PTK 

seperti perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru kelas setiap hari, namun 

ada beberapa perbedaan, yaitu: guru peneliti harus menyusun proposal PTK, menyusun 

laporan hasil PTK, dan mengkomunikasikan hasil PTK ke fihak lain yang terkait.  

e. Implementasi tindakan. Pelaksanaan tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari 

suatu tindakan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelum PTK dilakukan.  

f. Pengamatan. Pengamatan atau observasi atau monitoring pada efek-efek tindakan, pada 

hakikatnya dapat dilakukan sendiri oleh guru, sehingga guru berfungsi sebagai guru 

peneliti, guru model, dan guru pengamat sekaligus. Karena tugas dan kewajiban sebagai 

guru peneliti, guru model, dan guru pengamat sangat berat; maka tugas dan kewajiban 

ini perlu dibagi-bagi dengan teman sejawat guru. Siapa yang menjadi guru pengamat 

g. Refleksi. Pada prinsipnya refleksi ialah upaya analisis, interpretasi, dan evaluasi data 

yang dilakukan oleh tim PTK, Refleksi dilakukan secara kolaboratif (kerja sama yang 

sinergis) antara tim PTK melalui diskusi mengenai berbagai masalah yang terjadi di 

kelas objek PTK. Dengan demikian, refleksi dilakukan setelah adanya implementasi 

tindakan dan hasil observasi (data). Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan 

tindakan (replanning) selanjutnya ditentukan. 

h. Penyusunan laporan. Laporan PTK seperti halnya jenis penelitian lainnya, disusun 

setelah kerja penelitian di lapangan berakhir. Kelengkapan laporan PTK sangat 

bergantung pada instansi penyandang dana dan keperluan PTK dibuat.   
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9. Pelaksanaan Tindakan  

a. Menyiapkan Pelaksanaan Tindakan  

Ada beberapa langkah yang perlu disiapkan sebelum merealisasikan rencana 

tindakan kelas. 

1. Berdasarkan rencana yang telah dibuat baik berupa Rencana pembelajaran dalam 

bentuk skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Skenario mencakup langkah-

langkah yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan tindakan atau perbaikan. 

2. Terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, guru tentu perlu menyiapkan 

berbagai bahan seperti tugas belajar yang dibuat sesuai dengan hipotesis yang dipilih, 

media pembelajaran, alat peraga, dan buku-buku yang relevan.  

3. Menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, misalnya gambar-

gambar, meja tempat mengumpulkan tugas, atau sarana lain yang terkait.  

4. Menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan 

hasil perbaikan. Dalam hal ini guru harus menetapkan apa yang harus direkam, 

bagaimana cara merekamnya dan kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Agar 

dapat melakukan hal ini, guru harus menetapkan indikator keberhasilan. Jika indikator 

ini sudah ditetapkan, guru dapat menentukan cara merekam dan menganalisis data.  

5. Jika perlu, untuk memantapkan keyakinan diri, guru perlu mensimulasikan 

pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini, guru dapat bekerjasama dengan teman sejawat 

atau berkolaborasi dengan dosen LPTK. 

b. Melaksanakan Tindakan 

Hal yang perlu diperhatikan ketika guru melaksanakan tindakan dalam kelas yang 

sebenarnya. Adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan utama guru adalah mengajar. Oleh karena itu, metode penelitian yang 

sedang dilaksanakan tidak boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Ini 

berarti, guru tidak boleh mengorbankan siswa demi penelitian yang sedang 

dilaksanakannya. Tambahan tugas guru sebagai peneliti harus disikapi sebagai tugas 

profesional yang semestinya memberi nilai tambah bagi guru dan pembelajaran yang 

dikelolanya.  

2. Cara pengumpulan atau perekaman data jangan sampai terlalu menyita waktu 

pembelajaran di kelas. Esensi pelaksanaan PTK memang harus disertai dengan 

observasi, pengumpulan data, dan interpretasi yang dilakukan oleh guru.  
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3. Metode yang diterapkan haruslah reliabel atau handal, sehingga memungkinkan guru 

mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya.  

4. Masalah yang ditangani guru haruslah sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru.  

5. Sebagai peneliti, guru haruslah memperhatikan berbagai aturan dan etika yang terkait 

dengan tugas-tugasnya, seperti menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana 

tindakan yang akan dilakukan, atau menginformasikan kepada orang tua siswa jika 

selama pelaksanaan PTK, siswa diwajibkan melakukan sesuatu di luar kebiasaan rutin.  

6. Penelitian Tindakan Kelas harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat sekolah.  

 

10. Pengamatan dan Pengumpulan Data  

Pelaksanaan tindakan dan pengamatan/observasi/interpretasi berlangsung 

simultan.Artinya, data yang diamati saat pelaksaanaan tindakan tersebut langsung 

diinterpretasikan, tidak sekedar direkam.Jika guru memberi pujian kepada siswa, yang 

direkam bukan hanya jenis pujian yang diberikan, tetapi juga dampaknya bagi siswa yang 

mendapat pujian. Segala hal yang harus direkam dan cara merekamnya harus ditentukan 

secara cermat terlebih dahulu. Salah satu cara untuk merekam atau mengumpulkan data 

adalah dengan observasi atau pengamatan. Menurut Hopkins(Tim Pengembang Sumber 

Belajar PLB-FIP Unesa, 2017)ada lima prinsip dasar atau karakteristik kunci observasi, 

sebagai berikut.  

a. Perencanaan Bersama. 

Observasi yang baik diawali dengan perencanaan bersama antara pengamat dengan yang 

diamati, dalam hal ini teman sejawat yang akan membantu mengamati dengan guru yang 

akan mengajar. Perencanaan bersama ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya 

dan menyepakati beberapa hal seperti fokus yangakan diamati, aturan yang akan 

diterapkan, berapa lama pengamatan akan berlangsung, bagaimana sikap pengamat kepada 

siswa, dan di mana pengamat akan duduk.  

b. Fokus 

Fokus pengamatan sebaiknya sempit/spesifik. Fokus yang sempit atau spesifik akan 

menghasilkan data yang sangat bermanfaat begi perkembangan profesional guru.  

c. Membangun Kriteria 

Observasi akan sangat membantu guru, jika kriteria keberhasilan atau sasaran yang ingin 

dicapai sudah disepakati sebelumnya.  

d. Keterampilan Observasi 
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Seorang pengamat yang baik memiliki minimal tiga keterampilan, yaitu: (1) dapat 

menahan diri untuk tidak terlalu cepat memutuskan dalam menginterpretasikan satu 

peristiwa; (2) dapat menciptakan suasana yang memberi dukungan dan menghindari 

terjadinya suasana yang menakutkan guru dan siswa; dan (3) menguasai berbagai teknik 

untuk menemukan peristiwa atau interaksi yang tepat untuk direkam, serta alat/instrumen 

perekam yang efektif untuk episode tertentu. Di dalam suatu observasi, hasil pengamatan 

berupa fakta atau deskripsi, bukan pendapat atau opini. Dilihat cara melakukan 

kegiatannya, ada empat jenis observasi yang dapat dipilih, yaitu: (1) observasi terbuka, 

pengamat tidak menggunakan lembar observasi, melainkan hanya menggunakan kertas 

kosong untuk merekam proses pembelajaran yang diamati. (2) Observasi terfokus secara 

khusus ditujukan untuk mengamati aspek- aspek tertentu dari pembelajaran. (3) Observasi 

terstruktur menggunakan instrumen observasi yang terstruktur dengan baik dan siap 

pakai, sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda cek (V) pada tempat yang 

disediakan. (4) Observasi sistematik dilakukan lebih rinci dalam hal kategori data yang 

diamati.  

e. Balikan (Feedback).  

Hasil observasi yang direkam secara cermat dan sistematis dapat dijadikan dasar untuk 

memberi balikan yang tepat. Syarat balikan yang baik: (1) diberikan segera setelah 

pengamatan, dalam berbagai bentuk misalnya diskusi; (2) menunjukkan secara spesifik 

bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang sudah baik untuk dipertahankan; (3) 

balikan harus dapat memberi jalan keluar kepada orang yang diberi balikan tersebut.  

 

11. Analisis Data  

Data yang telah dikumpulkan dapat bermakna sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan, maka data tersebut harus dianalisis atau diberi makna.Analisis data pada tahap ini 

agak berbeda dengan interpretasi yang dilakukan pada tahap observasi.Analisis data dilakukan 

setelah satu paket perbaikan selesai diimplementasikan secara keseluruhan.Jika perbaikan ini 

direncanakan untuk enam kali pembelajaran, maka analisis data dilakukan setelah 

pembelajaran tuntas dilaksanakan.Analisis data dapat dilakukan secara bertahap. 

a. Tahap pertama, data diseleksi, difokuskan, jika perlu ada yang direduksi karena itu tahap 

ini sering disebut sebagai reduksi data. Kemudian data diorganisaskan sesuai dengan 

hipotesis atau pertanyaan penelitian yang ingin dicari jawabannya.  
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b. Tahap kedua, data yang sudah terorganisasi ini dideskripsikan sehingga bermakna, baik 

dalam bentuk narasi, grafik, maupun tabel. Akhirnya, berdasarkan paparan atau deskripsi 

yang telah dibuat ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan atau formula singkat.  

 

12. Refleksi Data  

Pada tahap refleksi peneliti menganalisis penyebab satu kejadian berlangsung dan 

alasan hal itu terjadi.Melalui refleksi, guru dapat menetapkan hal-hal yang telah dicapai, serta 

segala sesuatu yang belum dicapai, serta yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. 

 

13. Perencanaan Tindak Lanjut  

Seperti yang telah tersirat dalam tahap analisis data dan refleksi, hasil atau 

kesimpulan yang diperoleh pada analisis data, setelah melakukan refleksi digunakan untuk 

menentukan rencana tindak lanjut.Jika ternyata tindakan perbaikan belum berhasil menjawab 

masalah maka hasil analisis data dan refleksi digunakan untuk merencanakan kembali 

tindakan perbaikan, bahkan bila perlu dibuat rencana baru. Siklus PTK berakhir, jika 

perbaikan sudah berhasil dilakukan.Jadi, jumlah  siklus dalam PTK sebenarnya tidak dapat 

ditentukan saat penulisan proposal. 

 

A. PENULISAN PROPOSAL PTK 

Komponen-komponen penting pada penyusunan porposal PTK setelah dimodifikasi 

dari berbagai sumber  adalah sebagai berikut : 

1. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang mendeskripsikan permasalahan real yang dialami oleh guru dalam 

pembelajaran. Secara umum, masalah biasanya muncul disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Masalah karakter mata pelajaran atau pokok bahasan dari mata pelajaran tersebut. 

Guru perlu mencermati tingkat kesulitan materi pelajaran, sehingga memerlukan 

pemecahan secara khusus melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

b. Masalah internal siswa seperti kurangnya minat dan bakat siswa terhadap pelajaran, 

rendahnya motivasi belajar, dan rendahnya hasil belajar siswa, sehingga memerlukan 

penanganan secara profesional melalui PTK.  

c. Masalah internal guru. Kurangnya penguasaan guru terhadap mata pelajaran yang 

diajarkan dan kurangnya penguasaan guru dalam mendesain, mengembangkan, 

menerapkan, mengelola, dan mengevaluasi proses dan sumber belajar.  
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PTK merupakan masalah nyata di kelas/sekolah, bukan hasil kajian teoretik dari 

buku.Masalah yang akan diteliti besifat penting dan mendesak untuk dipecahkan, serta dapat 

dilaksanakan. 

Dengan demikian  Hal-hal yang perlu dideskripsikan pada latar belakang masalah 

adalah  masalah yang dihadapi, bukti-bukti yang mendukung masalah, apa yang seharusnya 

dicapai,  dampak yang diperoleh jika masalah tersebut  tidak teratasi, penyebab-penyebab 

masalah, alternatif pemecahan masalah tersebut  

Secara metodologi ada enam pertanyaan yang jawabannya akan menuntun dalam 

penyusunan latar belakang masalah PTK yaitu 

a. Apa yang menjadi harapan. 

b. Apa kenyataan yang terjadi. 

c. Apa kesenjangan yang dirasakan. 

d. Apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. 

e. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan. 

f. Apa kekuatan tindakan yang dilakukan tersebut dalam mengatasi kesenjangan. 

 

2. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan 

alternatif tindakan yang akan dilakukan dan hasil positif yang diantisipasi dengan mengajukan 

indikator keberhasilan tindakan, dan cara pengukuran serta cara mengevaluasinya.  

 Dalam pemecahan masalah diuraikan alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk 

memecahkan masalah. Pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah 

yang diteliti, hendaknya sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas. Cara pemecahan 

masalah ditentukan berdasarkan pada akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan 

(action) yang jelas dan terarah. 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian perlu dirumuskan secara singkat dan jelas tentang apa yang ingin 

diatasi atau dicapai berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang 

dikemukakan. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Uraikan kontribusi hasil penelitian terhadap kualitas pendidikan dan/atau 

pembelajaran, sehingga tampak manfaatnya bagi siswa, guru, maupun komponen pendidikan 
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di sekolah lainnya. Lakukan prediksi terhadap data atau fakta empiris tersebut dan rumuskan 

manfaatnya. Semua manfaat yang dirumuskan tersebut dispesifikasi untuk siswa, Guru, 

peneliti, sekolah, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.  

 

5. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional meliputi penjelasan-penjelasan terhadap defenisi operasional 

dan peristilahan dalam bidang pendidikan atau asumsi-asumsi, sehingga memberikan arahan 

penelitian lebih spesifik 

 

6. TinjauanTeoritis 

Pada bagian ini dicantumkan uraian kajian teori dan pustaka yang relevan dan 

menumbuhkan gagasan yang mendasari usulan PTK. Kemukakan juga teori, temuan, dan 

hasil penelitian lain. yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi 

pada pembelajaran di kelas. Pada bagian akhir dapat dikemukakan hipotesis tindakan yang 

menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan. 

Tinjauan pustaka hendaknya diformulasikan sejelas-jelasnya, karena rumusan 

tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perencanaan, langkah-langkah 

operasional tindakan, dan evaluasi. Tinjauan pustaka hendaknya merupakan kombinasi antara 

reviu teoretis dan empiris. Pertemuan antara landasan teori dan pengalaman empiris tersebut 

akan melahirkan kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan dapat melakukan perbaikan 

terhadap pembelajaran yang dilakukan. Pada bagian ini dicantumkan uraian kajian teori dan 

pustaka yang relevan dan menumbuhkan gagasan yang mendasari usulan PTK. 

Pada bagian landasan teori kemukakan teori, temuan, dan hasil penelitian lain yang 

mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pembelajaran di 

kelas. 

 

7. Hipotesis Tindakan 

Pada bagian akhir kemukakan hipotesis tindakan yang menggambarkan indikator 

keberhasilan tindakan yang diharapkan 
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8. Metode Penelitian 

Metode Penelitian dalam PTK sedikit berbeda dibandingkan dengan metode 

penelitian pada penelitian bidang pendidikan lainnya. Secara umum komponen metodelogi 

penelitin untuk PTK biasanya sibuat secara siklus yang terdiri dari (1) menemukan 

permasalahan pendiikan di dalam kelas, (2) penyusunan rencana tindakan, (3) pelaksanaan 

tindakan dan pengumpulan data melalui pengamatan secara individual dan bersama-sama, (4) 

melakukan refleksi. Metode penelitian PTK harus diuraikansecara jelas masing-masing 

tahapan pada setiap siklusnya. 

 

9. Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam PTK  harus dikemukan objek, waktu dan lokasi penelitian secara jelas agar 

memberi informasi kepada  peneliti lainnya terutama untuk permasalahan yang sama atau 

mendekati. 

 

10. Subjek Penelitian 

Deskripsikan Subjek penelitian secara lugas yang mencakup jumlah, jenis kelamin, 

cakupan, kondisi siswa. Subjek penelitian adalah orang yang dikenai tindakan. Dalam konteks 

pendidikan di sekolah, subjek penelitian adalah siswa, guru, pegawai, atau kepala sekolah. 

Dalam kontek pembelajaran di sekolah, subjek penelitian umumnya adalah siswa. Tetapi 

harus dĳelaskan siswa kelas berapa, semester berapa pada tahun akademik tertentu, hal ini 

karena terkait dengan asal masalah yang dirasakan oleh Guru bersangkutan. Jika masalah 

dirasakan di kelas VIII semester I, maka sebagai subyek penelitian adalah siswa kelas VIII 

semester I. Tentunya, klarifikasi mengapa siswa di kelas VIII semester I itu digunakan sebagai 

subjek, harus diungkapkan secara jelas.  

Objek penelitian dibedakan atas dua macam, yaitu: a) Objek yang mencerminkan 

proses dan b) Objek yang mencerminkan produk. Objek yang mencerminkan proses 

merupakan tindakan yang dilakukan berikut perangkat- perangkat pendukungnya. Sedangkan 

objek yang mencerminkan produk merupakan masalah pembelajaran yang diharapkan 

mengalami perbaikan dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan 

 

11. Desain penelitian 

Rancangan penelitian yang dimaksud adalah rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Secara teoretis, sesungguhnya siklus PTK tidak harus ditetapkan terlebih dulu. 
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Banyaknya siklus yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada tingkat ketercapaian 

kriteria keberhasilan. Jika penelitian dalam dua siklus telah mencapai kriteria keberhasilan, 

maka penelitian dapat dihentikan. Namun, jika dilihat dari beragamnya karakteristik materi 

pelajaran, keberhasilan pada siklus sebelumnya tidaklah 100 % akan menjadi jaminan bagi 

keberhasilan siklus berikutnya, oleh karena peneliti akan banyak berurusan dengan 

karakteristik materi pelajaran yang sering berbeda. Di samping itu, PTK tidak bertujuan 

memenuhi keinginan peneliti, tetapi bertujuan lebih memuaskan subyek sasaran yang akan 

belajar pada sejumlah silabus dengan karakteristik materi yang beragam. Itulah sebabnya 

penentuan jumlah siklus tetap menjadi otoritas peneliti. Tetapi yang tidak dapat dilupakan, 

bahwa setiap siklus akan selalu terdiri dari 4 langkah, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) observasi/evaluasi, dan (4) refleksi.  

 

12. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah operasional baik yang terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan, observasi/evaluasi, maupun refleksi. Langkah-langkah operasional 

tersebut bersumber dari kerangka konseptual yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Pada 

langkah-langkah penelitian ini, jelaskan metode penelitian, siklus penelitian, dan prosedur 

penelitian. Jelaskan jumlah siklus, tindakan siklus 1, siklus 2 dan seterusnya disertai dengan 

penjelasan. Siklus-siklus penelitian yang hendak dilakukan dengan menguraikan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai dalam setiap siklusnya. Jumlah siklus yang dilakukan 

bergantung pada kepuasan peneliti, tetapi hendaknya lebih dari satu siklus dan minimal 2 

(dua) siklus tindakan.  Berikut ini adalah daur (siklus) PTK: 

Prosedur penelitian hendaknya dirinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan evaluasi, hingga analisis dan refleksi yang bersifat daur ulang atau siklus 

tindakan seperti pada gambar di atas. 

a. Perencanaan tindakan   

Deskripsikan tentang persiapan tindakan, kegiatannya mencakup:  

1. Penyusunan rencana tindakan (skenario pembelajaran). 

2. Penyusunan media. 

3. Penyusunan materi.  

4. Penyusunan instrumen. 

5. Simulasi rencana tindakan (skenario pembelajaran). 
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Gambar 1. Siklus PTK 

Dalam proses perencanaan, peneliti harus brekolaborasi dengan sejawat. Rencana 

PTK hendaknya disusun berdasarkan hasil pengamatan awal dan refleksif terhadap 

pembelajaran di kelas. Sebagai contoh jika peneliti adalah guru bahasa Inggris maka peneliti 

akan melakukan pengamatan terhadap situasi pembelajaran kelas dalam konteks situasi 

sekolah secara umum dan mendskripsikan hasil pengamatan. Hasil pengamatan akan 

memberikan  gambaran umum tentang masalah yang ada. Kemudian peneliti meminta 

seorang guru bahasa Inggris lain sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan terhadap 

proses pembelajaran yang diselenggarakan di kelas. Selama mengamati, kolaborator 

memusatkan perhatiannya pada perilaku guru dalam upaya membantu murid belajar bahasa 

Inggris, dan perilaku murid selama proses pembelajaran ber langsung, serta suasana 

pembelajarannya. 

 

b. Pelaksanaan tindakan  

Deskripsikan rencana pelaksanaan tindakan dalam bentuk RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) serta jumlah pertemuaannya. Tindakan hendaknya dituntut oleh 

rencana yang dibuat, tetapi perlu diingat bahwa tindakan itu tidak secara mutlak dikendalikan 

oleh rencana, mengingat dinamika proses pembelajaran di kelas. 
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c. Observasi tindakan.  

Observasi tindakan di kelas berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan 

bersama prosesnya. 

 

d. Analisis dan Refleksi  

Analisis data setelah observasi tidak sama dengan interpretasi yang dilakukan pada 

saat observasi. Interpretasi dilakukan pada saat observasi atau pada saat diskusi balikan, 

sedangkan analisis data dilakukan setelah satu paket (siklus) pembelajaran dilaksanakan 

secara keseluruhan. Misalnya, jika pembelajaran siklus 1 direcanakan 3 kali pertemuan, maka 

analisis data dilakukan setelah ketiga pembelajaran tuntas dilaksanakan. Dengan demikian, 

pada setiap pertemuan pembelajaran akan muncul interpretasi pengamat atau guru yang 

dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian rencana perbaikan pembelajaran, dan pada setap 

akhir daur (siklus) pembelajaran diadakan analsis data secara keseluruhan untuk 

menghasilkan informasi yang dapat menjawab masalah dan menguji hipotesis tindakan yang 

telah dirancang guru.  

Refleksi adalah suatu upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, yang telah 

dihasilkan, atau apa yang belum dihasilkan, atau apa yang belum tuntas dari langkah atau 

upaya yang telah dilakukan. Refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian tujuan. Guru hendaknya terlebih dahulu menentukan kriteria 

keberhasilan. 

 

13. Teknik Pengumpul Data  

Deskripsikan metode atau perangkat alat pengumpul data yang dipilih disertai 

dengan alasan pertanggungjawaban kualitas instrumen yang digunakan. Instrumen penelitian 

dapat berupa model, perangkat instrument yang telah standard atau yang dibuat sendiri dan 

distandarisasi, atau perangkat lainnya disesuaikan dengan topik penelitian 

 

14. Teknik Analisa Data 

Deskripsikan perangkat yang digunakan dalam mengolah  dan menganalisis data 

untuk keperluan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dapat menggunakan paket 

statistik atau pengolahan data lainnya. Tidak perlu menuliskan rumus yang akan digunakan 

dalam pengolahan data. Kalau menggunakan perangkat lunak, cukup disebutkan perangkat 

lunak yang digunakan. 
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15. Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja merupakan indikator  yang menjadi acuan untuk menentukan 

keberhasilan atau keefektifan penelitian.  Indikator merupakan  tolok ukur keberhasilan 

penelitian yang dilakukan. 

 

B. LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

Laporan merupakan pernyataan formal tentang hasil penelitian, hal-hal yang 

memerlukan informasi pasti yang dibuat oleh seseorang atau badan yang diperintahkan atau 

diharuskan untuk melakukan hal itu.Adapun laporan PTK termasuk jenis laporan penelitian 

yang lebih tinggi penyajiannya.Tujuan menulis laporan secara sederhana adalah untuk 

mencatat, memberitahukan, dan merekomendasikan hasil penelitian. Laporan dalam 

penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang berupa temuan baru dalam bentuk teori, 

konsep, metode, dan prosedur, atau permasalahan yang perlu dicarikan cara pemecahannya. 

Namun untuk mengimplementasikannya memerlukan waktu yang cukup panjang.Hasil 

penelitian formal dipublikasikan melalui seminar, pengkajian ulang, analisis kebijakan, 

pendiseminasian dan sebagainya, yang memerlukan waktu cukup lama, sehingga pada saat 

dilakukan implementasi, temuan tersebut sudah kedaluwarsa dan tidak sesuai lagi. Laporan 

PTK perlu dibuat oleh para peneliti untuk beberapa keperluan antara lain sebagai berikut.  

1. Sebagai dokumen penelitian, laporan dapat dimanfaatkan oleh guru atau dosen untuk 

diajukan sebagai bahan kenaikan pangkat/pengem-bangan karir.  

2. Sebagai sumber bagi peneliti lain atau peneliti yang sama dalam memperoleh inspirasi 

untuk melakukan penelitian lainnya. 

3. Sebagai bahan agar orang atau peneliti lain dapat memberikan kritik dan saran terhadap 

penelitian yang dilakukan.  

4. Sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti untuk mengambil tindakan dalam 

menangani masalah yang serupa atau sama.  

 

Sistematika laporan merupakan bagian yang sangat mendasar dalam sebuah laporan, 

karena akan merupakan kerangka berpikir yang dapat memberikan arahpenulisan, 

sehinggamemudahkan anda dalam menulis laporan. Sistematika atau struktur ini harus sudah 

Anda persiapkan sebelum penelitian dilakukan, yaitu pada saat anda menulis proposal.Setelah 

PTK selesai dilakukan, anda mulai melihat kembali struktur tersebut untuk dilakukan 
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perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan pengalaman anda dalam melakukan PTK, serta 

data informasi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis. 

Sistematika laporan PTK berikut ini merupakan modifikasi dari berbagai sumber: 

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

SURAT PERNYATAAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFATAR GAMBAR 

DAFTARA LAMPIRAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

1.2.Identifikasi Masalah 

1.3.Perumusan Masalah  

1.4.Pemecahan Masalah 

1.5.Tujuan Penelitian 

1.6.Manfaat Penelitian 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Kerangka Teori 

2.2.Penelitian Yang Relavan 

2.1.Kerangka Berpikir 

2.4.Hipotesa Tindakan 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1.Lokasi Penelitian 

3.2.Subjek  dan Objek Penelitian 

3.2.1.Subjek Penelitian 

3.2.2.Objek Penelitian 



120 
 

3.3.Defenisi Operasional 

3.4.Prosedur Penelitian 

3.5.Teknik Pengumpulan Data 

3.6.Teknik Analisis Data 

3.7.Indikator Keberhasilan Tindak 

3.7.1.Indikator Proses 

3.7.2.Indikator Out Put 

3.7.3.Indikator Dampak 

 

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.Analisis Data 

4.3.Pembahasan Hasil Penelitian 

 

BAB V.KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

5.2.Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

A. RPP 

B. Instrumen Penelitian 

 

C. DAFTAR PUSTAKA 

Situmorang,  M., 1980, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Untuk Mata Pelajaran Kimia, 

Medan, Penerbit Universitas Negeri Medan. 

 

Sukarsono, dkk.,2014, Modul Pengantar Penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK),  

Malang, Penerbit Panitia PLPG Sertifikasi Guru Rayon 144.  

 

Suwandi, S. 2013,  Penelitian Tindakan Kelas, Modul Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru  

(PLPG),  Panitia Sertifikasi Guru  Rayon 113 Universitas Sebelas Maret Surakarta 
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Tim Pengembang Sumber Belajar PLB-FIP Unesa, 2017,  Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

Dirjen GTK, Kemdikbud 

 

 

Latihan dan Renungan 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini 

a. Tuliskan pengertian PTK 

b. Tuliskan tujuan dan manfaat PTK 

c. Karakteristik dan prinsip PTK 

2. Penetapan fokus masalah PTK dengan tahapan mengidentifikasi masalah kemudian 

menganalisis masalah dan merumuskan masalah. Jelaskan tahapan tersebut beserta 

contoh singkatnya. 

3. Jelaskan hal yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi PTK. 
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REFLEKSI AKHIR 

 

Materi sajian pada bagian ini berupa refleksi akhir Sajian materi ini 

dimaksudkan sebagai penutup dan refleksi atas materi utama yang 

disajikan pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena kebijakan 

pembinaan dan pengembangan guru senantiasa bermetamorfosis, 

peserta PLPG yang sudah dinyatakan lulus sekalipun diharapkan 

tetap mengikuti perkembangan kebijakan lanjutan. 

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Aktualitas fungsi pendidikan memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik 

sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampu menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi 

insan agamais. 

Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat 

yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-

tugas guru masih sangat minim. Kalau pun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran 

guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah 

mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran 

strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa. 

Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus sejalan dengan kegiatan sejenis bagi 

tenaga kependidikan pada umumnya. Dilihat dari sisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, profesi guru sesungguhnya termasuk dalam spektrum profesi 

kependidikan itu sendiri. Frasa “tenaga kependidikan” ini sangat dikenal baik secara 

akademik maupun regulasi. 

Dari persepektif ketenagaan, frasa ini mencakup dua ranah, yaitu pendidik dan tenaga 

kependidkan. Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan dua jenis “profesi” atau 
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pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik, dalam hal ini guru, dengan derajat profesionalitas 

tingkat tinggi sekali pun nyaris tidak berdaya dalam bekerja, tanpa dukungan tenaga 

kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekali pun tidak bisa berbuat 

banyak, tanpa dukungan pendidik atau guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam 

dan di luar kelas, termasuk di laboratoium sekolah. 

Karenanya, ketika berbicara mengenai “profesi kependidikan”, semua orang akan 

melirik pada esensi dan eksistensi PTK itu sendiri. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas, Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk 

pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang tadinya masuk 

ke dalam “rumpun pendidik”, kini telah memiliki definisi tersendiri. 

Secara lebih luas tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana 

termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu: (1) tenaga kependidikan terdiri 

atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan 

pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji; 

(2) tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih; dan (3) pengelola satuan 

pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan 

luar sekolah. Termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidikan, 

seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Jika mau 

diperluas, tenaga kependidikan sesungguhnya termasuk tenaga administratif bidang 

pendidikan, dimana mereka berfungsi sebagai subjek yang menjalankan fungsi mendukung 

pelaksanaan pendidikan. 

Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi 

empat kategori yaitu: (1) tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan 

pelatih; (2) tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti dan 

pengembang di bidang kependidikan, dan pustakawan; (3) tenaga teknis kependidikan, terdiri 

atas laboran dan teknisi sumber belajar; (4) tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas 

kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah; dan (5) 

tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan. 
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Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan guru, telah muncul beberapa 

harapan ke depan. Pertama, perhitungan guru melalui Sensus Data Guru sangat diperlukan 

untuk merencanakan kebutuhan guru dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan proyeksi 

pemenuhan guru di masa mendatang. Hasil perhitungan dan rencana pemenuhan guru per 

kabupaten/kota perlu diterbitkan secara berkala dalam bentuk buku yang dipublikasikan 

minimal setiap tiga tahun. 

Kedua, memperhitungkan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan (supply and 

demand) atau keseimbangan antara kebutuhan guru dan produksi guru. Hal ini dimaksudkan 

agar tidak terjadi kelebihan guru dan rasio guru:murid dapat di pertahankan secara efektif dan 

optimal. Pada kondisi riil di sekolah sebenarnya terjadi kelebihan guru sehingga guru-guru 

honor yang ada di sekolah merasa teraniaya/ termarjinalisasi/tak terurus. 

Ketiga, merealisasikan pemerataan guru yang efektif dan efisien di semua satuan 

pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Apalagi jika Surat Keputusan 

Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pemindahan Guru PNS yang masih dalam proses 

penyelesaian telah terbit, maka berangsur-angsur akan terjadi pemerataan guru. Guru yang 

berlebih di satu kabupaten/kota dipindahkan ke kabupaten/kota lainnya yang kekurangan. 

Keempat, menghitung dengan tepat dan cermat kebutuhan fiskal negara terkait dengan agenda 

kesejahteraan guru yaitu pemberian tunjangan profesi guru, tunjangnan khusus, maslahat 

tambahan, dan lain-lain. 

Kelima, pengembangan karier guru pascasertifikasi. Berdasarkan Permenneg PAN dan 

RB Nomor 16 Tahun 2009, ada empat aktivitas pengembangan karir guru pascasertifikasi 

guru, yaitu: penilaian kinerja guru, peningkatan guru berkinerja rendah, pengembangan 

keprofesian guru berkelanjutan, dan pengembangan karier guru. 

Pada sisi lain, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas 

sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan 

dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji 

kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan 

keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan 

tuntutan kekinian dan masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menyusun masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Beranjak dari 

isu-isu di atas, beberapa hal berikut ini memerlukan perhatian dan priotitas utama. 

1. Menindaklanjuti masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru. 
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2. Melaksanakan kesepakatan implementasi sistem manajemen guru secara komprehensif 

berkaitan dengan: 

a. Melakukan koordinasi dalam penyediaan guru dengan mempertimbangkan 

kebutuhan satuan pendidikan. 

b. Merekrut guru berdasarkan asesmen kebutuhan dan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan. 

c. Mengangkat dan menempatkan guru berdasarkan kualifikasi akademik dan bidang 

keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. 

d. Menata dan mendistribusikan guru antarsatuan, antarjenjang, dan antarjenis 

pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan guru secara nasional melalui 

aspek pendanaan bidang pendidikan. 

e. Memfasilitasi sertifikasi guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan 

akuntabel. 

f. Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru dengan menerapkan asas 

obyektifitas, transparan dan akuntabel 

g. Menerapkan sistem penilaian kinerja guru secara berkelanjutan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

h. Memberikan penghargaan bagi guru sesuai dengan prestasi dan dedikasinya dan 

memberikan perlindungan hukum, profesi, ketenagakerjaan, dan hak atas kekayaan 

intektual. 

i. Meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan kemampuan daerah. 

j. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karir guru. 

 

3. Menindaklanjuti regulasi mengenai guru kedalam peraturan daerah/peraturan gubernur/ 

peraturan bupati/peraturan walikota 

Manajemen guru masa depan menuntut pertimbangan dan perumusan kebijakan yang 

sistemik dan sistematik. Manajemen guru sebagaimana dimaksud terutama berkaitan dengan 

penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, 

peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, 

kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan 

guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. 

Dalam kaitannya dengan substansi manajemen guru sebagaimana dijelaskan di muka, 

beberapa hal perlu diberi catatan khusus. Perlu ditetapkan standar mahasiswa calon guru. 
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Standar dimaksud berupa kemampuan intelektual, kepribadian, minat, bakat, ciri-ciri fisik, 

dan sebagainya. Penentuan standar ini ditetapkan oleh institusi penyedia calon guru dan/atau 

difilter melalui seleksi calon peserta Pendidika Profesi Guru (PPG). Dengan demikian, ke 

depan hanya seseorang dengan karakteristik tertentulah yang akan direkruit sebagai calon 

guru. 

Perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sesuai 

dengan karakteristik satuan pendidikan, bidang keahlian, dan sebaran sekolah. Dalam 

kaitannya dengan rekruitmen calon guru, sudah seharusnya menjadi kebijakan nasional yang 

tersentralisasi. Demikian juga pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karirnya. Atas 

dasar itu, kiranya diperlukan regulasi baru atau merevitalisasi manajemen guru yang mampu 

mensinergikan lembaga penyedia, pengguna, dan pemberdayaannya. 

Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia 

bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon 

pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, 

guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan KEGI sebagai 

pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan 

etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. 

Untuk menegakkan Kode Etik itu, organisasi profesi guru membentuk Dewan 

kehormatan yang keanggotaan serta mekanisme kerjanya diatur dalam anggaran dasar 

organisasi profesi guru. Dewan Kehormatan Guru (DKG) dimaksud dibentuk untuk 

mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas 

pelanggaran kode etik oleh guru. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru harus objektif, 

tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta 

peraturan perundang-undangan. 
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